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MOTTO

                   

     

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang

dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa

yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah

akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

(QS. Saba’: 39)
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari
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I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif - Tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Sa Ṡ Es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ha ḥ Ha (dengan titil di bawah)

خ Kha Kh Ka dan Ha

د Dal D De
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س Sin S Es
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ط Ta ṭ Te (dengan titik di bawah)

ظ Za ẓ Zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ̒ Koma terbalik (di atas)

غ Gain G Ge
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ق Qaf Q Ki
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م Mim M Em
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ء Hamzah ' Apostrof
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II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh : مقدّمة ditulis Muqaddimah

III. Ta marbuṭah (ة)
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ditulis hibah. (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang

sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadzaslinya)
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Bila di tengah kalimat ditulis t. contoh : المالزكاة ditulis zakȃh al-mȃl atau

zakȃtul mȃl.

IV. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : فتح ditulis fataha

Kasrah ditulis “i”. Contoh : علم ditulis ‘alima

Dammah ditulis “u”. Contoh : كتب ditulis kutub

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”. Contoh : این ditulis aina

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”. Contoh : حول ditulis haula

V. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh : باع = bȃ ̒a
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Dammah ditulis “u”. Contoh : علوم =  ̒ ulȗmun

VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
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أأنتم       ditulis a’antum

أعدت      ditulis u’iddat
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VIII. lafẓul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan (الله

tanpa hamzah. Contoh :عبدالله ditulis Abdullah

IX. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariyah maupun syamsiah.

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil.

3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis

dengan huruf capital.
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ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dengan internet,
sumber penghasilan manusia juga semakin beragam. Terciptanya bitcoin
sebagai alat transaksi dan investasi, menambah kekayaan para
penggunanya karena nilainya yang tinggi. Sebagai seorang muslim, Islam
telah menetapkan untuk mengeluarkan zakat pada sebagian harta-harta
tersebut. Harta yang wajib dizakatkan secara eksplisit dalam al-Qur’an
disebutkan ada 7, yakni: emas, perak, hasil tanam-tanaman dan buah-
buahan, barang dagangan, tambang dan barang temuan (rikaz). Namun
bitcoin tidak termasuk pada harta wajib zakat yang tercantum dalam al-
Qur’an ataupun hadits.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan menjadi
beberapa rumusan masalah. Pertama, Apakah Bitcoin dapat dikategorikan
sebagai harta dalam Islam. Kedua, Bagaimana analisis hukum Islam
terhadap Bitcoin sebagai objek zakat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan
menggunakan metode studi dokumen yang juga disebut penelitian
kepustakaan (library research) yakni menggunakan data sekunder sebagai
bahan penelitian. Teknis alalisis data menggunakan metode silogisme
deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam
pandangan Islam bitcoin termasuk harta karena mempunyai nilai, dapat
dimiliki dan diambil manfaatnya dan masuk dalam jenis mal mutaqawwim.
Kedua, dalam pandangan hukum Islam, bitcoin memenuhi syarat sebagai
objek zakat dimana syarat harta wajib zakat yaitu milik penuh, harta itu
berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari
hutang serta haul. Sedangkan bitcoin sebagai harta yang berkembang atau
mempenyai potensi untuk berkembang lewat investasi perdagangan,
memenuhi harta wajib zakat. Maka bitcoin termasuk dalam objek zakat
dan besaran zakatnya 2,5%.

Kata Kunci: Zakat, Bitcoin, Hukum Islam
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didunia ini harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam

menjalani kehidupan, sehingga para ulama ushul fiqh, persoalan harta

dimasukkan ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khamsah (lima keperluan

pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.1 Berbagai

jenis harta yang dimiliki manusia diantaranya tanah, emas, perkebunan,

apartemen, saham, dan lainnya. Kita menyadari harta dapat menjadi alat serta

sarana untuk mendapatkan berbagai manfaat dan mensejahterakan hidup

manusia sepanjang waktu. Oleh karenanya tidak jarang manusia berlomba-

lomba mendapatkan harta dan mengesampingkan kewajiban yang muncul

dari harta itu sendiri.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa harta merupakan perhiasan

hidup, firman Allah menyatakan.

                   

     

1 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah,
2009), h. 57.
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“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu
serta lebih baik untuk menjadi harapan. . (Al-Kahfi : 46)

Kata  (المال) al-mal/harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai

material, baik uang, bangunan, binatang, sawah ladang, kendaraan, dan lain-

lain. Ayat di atas menamai harta dan anak adalah (زینة) zinah, yakni hiasan

atau sesuatu yang di anggap baik dan indah. Ini memang demikian karena ada

unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di

samping anak dapat membela dan membantu orang tuanya. Penamaan

keduanya sebagai zinah/hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya

qimah/sesuatu yang berharga karena kepemilikan harta dan kehadiran anak

tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan

dan penghargaan hanya diperoleh melalui amal yang shaleh.2

Semua amal kebajikan yang manfaatnya berlangsung lama bagi

manusia, yaitu semua amal ketaatan, seperti shalat, zakat, sedekah, jihad

dijalan Allah, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang

memerlukan pertolongan, dan membantu penghidupkan orang-orang miskin,

semua itu lebih baik disisi Allah dan lebih kekal, karena pahalanya kembali

kepada yang mengerjakan. Inilah sesuatu yang paling baik untuk diharapkan,

karena dengan itu kita memperoleh apa yang kita harap-harapkan di akhirat

kelak.3

2M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an
(Tangerang: Lentera Hati, 2016), vol 7, h 306-307

3 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur, (Jakarta:
Cakrawala, 2011),  jilid 2 h. 703.
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Konsekuensi logis atas harta, Pertama, manusia bukan pemilik mutlak,

tetapi dibatasi oleh hak hak Allah sehingga wajib baginya untuk

mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya;

Kedua, cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran

bersama, pelaksanaanya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-

wakilnya; Ketiga, harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan

syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.4

Manusia bukan pemilik mutlak dan wajib mengeluarkan hartanya

(zakat). Konsep zakat pada dasarnya terbuka yakni pemahaman sesuai dengan

perkembangan zaman. Ijtihat mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nash

secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis

barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran, dan lain-lain

memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. 5

Begitu juga halnya dengan harta yang wajib di zakatkan. Persoalan ini

merupakan salah satu contoh yang memerlukan penalaran. Secara eksplisit

Al-Qur’an hanya menyebutkan 7 jenis harta benda yang wajib dizakat; yakni

emas, perak, hasil tanam-tanaman dan buah-buahan, barang dagangan,

tambang dan barang temuan (rikaz). Padahal harta-harta penghasilan lainnya

kalau dilihat rentang waktu dan ukuran nisabnya sudah selayaknya

4 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah , (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 12.
5 Asnaini, Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Yokyakarta: Pustaka Pelajar,

2008) h. 42
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dizakatkan.6 Sebut saja profesi-profesi baru, seperti dokter, pengacara,

pegawai negeri, mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat

berharga lainnya juga wajib zakat sekalipun tidak tercakup dalam nash.

Seiring dengan perkembangan berbagai bentuk kemajuan teknologi,

sekarang telah ditemukan uang digital yang disebut Bitcoin, yaitu sebuah

mata uang virtual terdesentralisasi pertama di dunia dengan menggunakan

jaringan internet, yang pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara

”mining” atau "menambang" dari sebuah aplikasi sehingga tidak bisa mudah

didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam Bitcoin saja. 7

Menurut pandangan alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU), persoalan

Bitcoin bukan semata-mata persoalan teknologi, namun telah masuk keranah

fiqh. Mereka memang tidak mampu memberi jawaban dan berdebat soal

Bitcoin menggunakan dalil-dalil teknologi, tapi para Ulama NU

menggunakan dalil agama. Pandangan dunia masyarakat NU inilah, yang

senantiasa merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dengan

menggunakan perspektif fiqh. Namun hal ini tidak berarti mereka

mengabaikan aspek-aspek di luar fiqh. seperti soal ilmu pengetahuan dan

teknologi maupun sosial. Justru, keputusan dengan menggunakan perspektif

fiqh dilakukan setelah mereka mendapat informasi yang dipandang lengkap

tentang Bitcoin, baik terkait sisi teknologi, kebutuhan, dan dampak yang

ditimbulkan pada masyarakat.

6 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo press, 2009), h.
23

7 Materi Waq’iyyah PWNU Jawa Timur, 2018.
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Menurut fiqh, Bitcoin tergolong harta virtual8 menyerupai dain. Dengan

demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan

sebagai investasi.9 Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia

belum menerbitkan regulasi yang mengatur Bitcoin sebagai alat transaksi

yang sah, sedangkan untuk ketentuan regulasi investasi terdapat pada

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 99 tahun 2018

tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto

(crypto asset).

Pasal 1 “Aset Kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang
dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa
Berjangka”. Pasal 2 “ Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset
Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak
Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan,
pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi”.10

Hukum menjual Bitcoin dalam pasar global yang bisa saja untung atau

rugi tanpa diketahui secara pasti, dihukumi boleh. “Ulama kontemporer

berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim

Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan

duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud

yang bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-

Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang

dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total.

8 Pengertian Virtual menurut KBBI adalah sesuatu yang tampil atau hadir dengan
menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di Internet. Diambil dari website
kbbi.kemdikbud.go.id.

9 Materi Waq’iyyah PWNU Jawa Timur, 2018.
10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 tentang

kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset).
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(Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di

dalam kartu tersebut menurut ulama-ulama yang disebut pertama dengan

zakat ain, dan wajib membayar zakat tijarah-menurut ulama yang disebut

terakhir, sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan”. NU

memutuskan bahwa Bitcoin sah sebagai alat tukar atau pembayaran dan boleh

digunakan untuk berinvestasi maupun bermuamalah dengannya. Hal ini

didasarkan pada keserupaan Bitcoin dengan nuqud yang menyerupai dain dan

berlaku pula zakatnya.11

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

terkait dengan masalah tersebut guna menemukan jawaban terkait

pengkategorian Bitcoin sebagai harta dalam Islam dan kewajiban zakat pada

Bitcoin sebagai objek zakat. Oleh karena itu, peneliti menarik sebuah judul

“Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di

Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Bitcoin dapat dikategorikan sebagai harta dalam Islam?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai objek zakat

di Indonesia?

11 Materi Waq’iyyah PWNU Jawa Timur, 2018.
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui peng-kategoi-an Bitcoin sebagai harta dalam

Islam.

b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai

objek zakat di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam

mempraktikan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis

dapatkan selama di Universitas tempat penulis belajar.

c. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi

informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

d. Sebagai bahan masukan bagi para akademi dan praktisi ilmu hukum,

tentang kewajiban zakat pada Bitcoin .

D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap

hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari

terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, Skripsi karya Achmad Wafyuddin Nurillah  (2018), dengan

judul skripsi “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis hasil
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keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)

Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)” dengan kesimpulan bahwa,

menurut hasil keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Sunan

Bejagung Semanding Tuban pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadil Ula 1439

H/10-11 Februari 2018 M, para Ulama NU mengkategorikan Bitcon sebagai

harta virtual, karena dari beberapa rujukan kitab mu’tabarah Btcon telah

memiliki unsur harta yaitu berharga dan bernilai, sehingga dengan

terpenuhinya kondisi harta maka Bitcoin sah untuk digunakan sebagai alat

pembayaran atau transaksi. Adapun metode yang digunakan Lembaga Bahsul

Masail PWNU Jawa Tmur terkait pandangan fiqh tentang penggunaan

Bitcoin sebagai alat transaksi maupun inveestasi, para mubahitsin yang terdiri

dari ulama dan intelektual NU menggunakan metode ilhaqi, yaitu

menyamakan sesuatu  yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah

yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan dalil yang

digunakan, yang mana para mubahitsin mengkategorikan Bitcoin sebagai

harta virtual seerupa dain yang mengandung unsur nuqud (emas dan perak).12

Kedua, Skripsi karya Ari Pribadi (2014), dengan judul “Analisis

Hukum Islam Tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual beli Bitcoin

di Dunia Maya)” dengan kesimpulan bahwa, analisi UU No 7 tahun 2011

tentang mata uang, bahwa Bitcoin yang dijadikan alat tukar dalam

pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar Undang-undang,

karena sudah diatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

12 Skripsi, Achmad Wafyuddin Nurillah, Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi
(Analisis hasil keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa
Timur tahun 2018 tentang Bitcoin) ,UIN Walisongo Semarang, 2018.
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penggunaan Bitcoin tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai

komoditas ini tidak dipermasalahkan secara yuridis karena tidak ada

peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau BI terhadap

Bitcoin. Dalam perspektif huku Islam Bitcoin yang dijadikan sebagai alat

tukar maupun alat investasi diharamkan. Sebab praktek yang terjadi terdapat

unsur gharar dan maisir, serta menghindari kemadharatan yang apat terjadi

pada pengguna. 13

Ketiga, Skripsi karya Sandra Wijaya (2018), dengan judul “Transaksi

Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam” dengan kesimpulan

bahwa Bitcoin adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat

transaksi. Mengenai aspek legalitas, Bitcoin bukanlah suatu bentuk

pelanggaran, namun perlu kebijakan cepat dari pemerintah untuk melegalkan

atau melarang.  Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam

diperbolehkan, seagaimana emas dan perak ang pernah dijadikan sebagai

mata uang.14

Keempat, Jurnal karya Imam Agung Prakoso dan Yusdani,  (2018),

dengan judul “Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan

Teori Zakat An-nama’ Yusuf Qardhawi” dengan kesimpulan bahwa zakat

atas hak kekayaan intelektual jika ditinjau dari teori zakat an-nama’Yusuf

Qardhawi merupakan bagian dari zakat profesi. Karena hak atas kekayaan

intelektual merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi, yang dihasilkan

13 Skripsi, Ari Pribadi, Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual
beli Bitcoin di Dunia Maya), UIN Walisongo Semarang, 2014.

14 Skripsi, Sandra Wijaya, Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
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dari kreatifitas intelektual manusia dan diwujudkan dengan karya tertentu

yang memiliki daya guna. Sehingga hak atas kekayaan intelektual termasuk

harta yang berkembang. Oleh karena itu hak atas kekayaan intelektual wajib

dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2,5%.15

Kelima, Skripsi karya Muhammad Abror (2015) dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA

Rembang” dengan kesimpulan bahwa BAZDA Rembang terkait pedoman

hukum nisab, haul, kadar zakat profesi mengqiyaskannya pada zakat emas

dan perak (nuqud) yang mana mereka menjadikan Yusuf Qordhawi sebagai

rujukan utama hukum fikihnya.16

Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah “Analisis Hukum

Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di Indonesia”. Penelitian ini

terfokus pada pengkategorian Bitcoin sebagai harta dalam Islam dan

kewajiban zakat terhadapnya.

Dari ke lima penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang

Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di Indonesia,

sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari beberapa penelitian yang

sudah penulis paparkan di atas, dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

15 Jurnal, Imam Agung Prakoso dan Dr. Yusdani, M. Ag, Zakat Hak Atas Kekayaan
Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat An-nama’ Yusuf Qardhawi, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 2018.

16 Skripsi, Muhammad Abror, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di
BAZDA Rembang,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
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E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian doktrinal kualitatif.

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekpos sistematis

terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis

hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan

bahkah memperkirakan perkembangan mendatang.17 Dalam hal ini penulis

akan mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum

Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang juga

disebut penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian

yang mengkaji studi dokumen, yakni mengunakan berbagai data

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan

pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni

dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau

pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-

buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai

teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang

dikaji.

2. Sumber data

17 Peter Mahammd Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 32.
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Sumber dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

didapatkan atau diperoleh secara langsung dari keterangan

masyarakat, baik sebagai informasi maupun responden. Sedangkan

sumber data sekunder diperoleh atau didapatkan melalui bahan

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun

bahan hukum tersier.18 Sumber data yang digunakan dalam

penelitian adalah sekunder, karna dalam penelitian hukum normatif

yang digunakan hanyalah data sekunder melalui bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier.19

Untuk menyeleksi sumber data penulis membagi menjadi tiga

bahan hukum yang akan digunakan, yaitu:

a. Bahan primer yang berupa Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Undang-

Undang yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis

kaji (Peraturan Menteri Perdagangan no. 99 tahun 2018 dan

Peraturan Bappebti no. 3 tahun 2019).

b. Bahan sekunder yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqih

yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, websaite, dan artikel-

artikel atau hasil penelitian lain yang juga berkaitan dengan

objek zakat bitcoin.

18 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian HukumI, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 145.
19 Muslan Abdurahman, Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum, (Malang: UMM

Press, 2009), h. 127.
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c. Bahan terier yang berupa kamus-kamus,ensiklopedia, yang

dapat menjelaskan maksud dan istilah yang berkaitan dengan

penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpukan data

dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi

peneliti mencari dan belajar  dari subjek dalam penelitiannya, dan

menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.20

Teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis mengunakan

studi pustaka atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, artikel, skripsi,

jurnal, wb (internet), catatan-catatan yang berhubungan dengan yang

dikaji.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah

menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan membuat

kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang

lain.21

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara

kualitatif, dengan menggunakan metode reflectif thingking dengan

20 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 241.
21 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89.
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pola deduksi-induksi.22 Model analisis tersebut lebih mementingkan

pengolahan dan dan menganalisis, serta merekonstruksi data secara

kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-

analisis, yakni data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan

pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan

menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu

sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Berisi tentang latar belakang

permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan

manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang zakat dan harta wajib zakat.

Menjelaskan tentang tentang teori zakat, meliputi definisi zakat, dasar hukum

diwajibkannya zakat, tujuan zakat, syarat-syarat zakat, orang yang menerima

zakat, jenis-jenis zakat. Serta menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib

dizakati.

22 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Media, 2006), h. 92



15

Bab tiga adalah gambaran umum tentang bitcoin. Bab ini terbagi

menjadi tiga sub. Pertama, membahas tentang sejarah perkembangan bitcoin.

Kedua membahas bitcon sebagai alat transaksi dan investasi. Ketiga, bitcoin

dalam komoditi berjangka indonesia.

Bab empat adalah analisis terhadap zakat bitcoin. Dalam bab ini berisi

tentang analisis peneliti, adapun dalam analisis ini terdapat dua sub, analisis

bitcoin dikategorikan sebagai harta dalam Islam dan analisis hukum Islam

terhadap bitcoin sebagai objek zakat di Indonesia

Bab kelima penutup. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu

kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian  serta

penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi

yang penulis buat.



16

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN HARTA

WAJIB ZAKAT

A. TEORI ZAKAT

1. Definisi  zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar)

dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.1 Zakat, dalam

pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang

yang mngeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya

dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.

Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang

sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan

akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.2

Sedangkan secara istilah zakat adalah memberikan bagian yang

khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan

sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiqnya.3 Menurut

Undang-undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat,

pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim

atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama

untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

1 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (terj), (Jakarta: Litera AntarNusa,  2007), h. 34
2 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2014), h. 247.
3 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah, (Bandung: Tafakur,

2011), h. 18
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Selain kata zakat, al-Qur’an juga menggunakan kata shadaqah untuk

mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surat at-Taubah ayat 58, 60,

dan 103.4 Istilah zakat dalam al-Qur’an  sering sekali penyebutannya

digandengkan dengan kata shalat, ditemukan sebanyak 82 ayat.

Penyelarasan ini menunjukkan  bahwa zakat merupakan rukun Islam

yang sangat penting setelah perkara shalat.5

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa zakat

adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan seorang muslim kepada

orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan Islam.

2. Dasar hukum kewajiban zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu ‘ain atas tiap-

tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.6 Karena nilainya yang sangat

penting dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam al-Qur’an.

Tingkat pentingnya zakat terlihat dari adanya 82 ayat yang

menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.7 Zakat mulai

diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Dalam al-Qur’an dan al-Hadits

banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain.

Firman Allah SWT.:

        

4 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.
27.

5 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 200.
6 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (hukum fiqh Islam) cet. 47, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2010), h. 192
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 1, (Surakarta: Insani Kamil, 2016), h. 641
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“Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu” (QS. An-Nisa’: 77)

        
“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka

dan menghapuskan kesalahan mereka” (QS. At-Taubah: 103)

Maksud ayat tersebut adalah mengambil sedekah harta yang

ditentukan dari kaum muslimin berupa zakat wajib dan sedekah harta

yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah.8

Sabda Rasulullah Saw

سْلامَُ عَلىَ خَمْسٍ: شَھاَدَةِ انَْ لااَلِھَ الاَِّاللهُ وَانََّ  دًا رَسُوْلُ اللهِ وَاقِاَمِ بنُىَِ الاِْ مُحَمَّ

كَوةِ وَحَجِّ البیَْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ  لوَةِ وَایِْتاَءِ الزَّ متفق علیھ.الصَّ
“ Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar: (1) bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu
utusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4)
mengerjakan ibadah haji ke baitullah, (5) berpuasa dalam bulan
Ramadhan.” (Sepakat ahli hadits)9

Hukum zakat dalam al-Qur’an masih bersifat mujmal (global), tanpa

penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan

zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati.10

Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara

rinci dan elaboratif.

3. Tujuan zakat

8 Sayyid Sabiq, Fiqih ..., h. 643
9 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam h. 192
10 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah,

(Jakarta: Amzah, 2010), h. 345
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Tujuan disyariatkannya zakat diantaranya adalah agar harta itu

tidak beredar hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini

sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an yaitu:

              
              
               

    
“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada

Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, suaya
harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya”. (QS. al-
Hasyr: 7)

Firman Allah tersebut dikuatkan oleh hadits Nabi dari Ibnu Abas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھا, أنََّ النَّبيَِّ صلى الله علیھ وسلم بعََثَ مُعَاذًا رضي الله 

, وَفیِھِ: أنََّ اللهَ قدَِافْترََضَ عَلیَْھِمْ صَدَقةًَ فيِ أمَْوَالھِِمْ, الحَدِیثَ عنھا إلِىَ الیمََنِ, فذََكَرَ 

في فقُرََائھِِمْ. (متفّق علیھ, واللفّظ للبخاريّ) تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنیِاَئھِِمْ,  فتَرَُدُّ

Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi SAW mengirim Mu’adz ke

Yaman, lalu ia melanjutkan haditsnya. Di dalam hadits itu menyebutkan,

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat dalam harta mereka, yang
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diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan untuk orang-orang fakir

mereka.” (Muttafaq Alaih, dan ini adalah lafal AlBukhari)11

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah sebagai berikut;

 Tujuan zakat dan dampaknya bagi si pemberi, yaitu:12

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi

3. Berakhlak dengan anklak Allah

4. Zakat merupakan manifesasi syukur atas nikmat Allah.

5. Mengobati hati dari cinta dunia

6. Zakat mengembangkan kekayaan batin

7. Zakat menarik rasa simpati/cinta

8. Zakat mensucikan harta, tetapi zakat tidak mensucikan harta

yang haram

9. Zakat mengembangkan harta

 Tujuan zakat dan dampaknya bagi si penerima, yaitu:13

1. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuan

2. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki

 Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini zakat bersifat  identitas sosial, seperti

menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong

11Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram & Penjelasannya (Solo: Ummul
Qura), h. 415

12 Yusuf Qardawi, Hukum...h. 844-866
13 Yusuf Qardawi, Hukum...h. 867-873
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orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang

berutang dan ibnu sabil.14

Menolong mereka meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi

mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling

berkaitan erat.

2. Zakat dan aspek ekonominya

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik

harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah

diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata

uang, dimana Islam melarang menumpuknya, menahannnya

dari peredaran dan pengembangan.15

3. Zakat dan tegaknya jiwa umat

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan

akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat

Islam, dibangun kesadarannya dan dibedakan dengan itu

kepribadiannya.16

4. Syarat-syarat zakat

Zakat pempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah.

Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka,

muslim, baligh, berakal, jika dia memiliki satu nishab dengan

kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat

14 Yusuf Qardawi, Hukum...h. 877
15 Dalam hal ini ada ancaman Allah dalam surat at-Taubah:34 “dan orang-orang yang

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukannlah
kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedi ”

16 Yusuf Qardawi, Hukum...h. 882
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yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan

ulama17.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah

hal-hal berikut:

a. Syarat-syarat muzakki (orang yang wajib zakat)

1) Merdeka

Maka, tidak wajib zakat-berdasarkan kesepakatan ulama-atas

budak.

2) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma’

ulama.

3) Baligh-berakal

Ini syarat menurut hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban

zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka

tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

Mayoritas ulama berpendapat, baligh-berakal tidak disyaratkan.

Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya

mengeluarkan zakat dari harta keduanya.18

b. Syarat-syarat harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah

1) Milik penuh

17 Wahbah AZ-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj jild 3 (Depok: Gema Insani,
2011), h. 127

18 Wahbah AZ-Zuhaili, Fiqih Islam...h. 173
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Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik

sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan.19

2) Harta itu berkembang

Menurut ahli fiqh, berkembang menurut terminologi berarti

bertambah. Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah

secara kongkrit dan bertambah tidak secara kongkrit. Bertambah

secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan

perdagangan atau sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara

kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik

berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.20

3) Mencapai nisab (batas minimal)

Agama Islam tidak memberikan kewajiban untuk

menunaikan zakat terhadap pemilik harta kekayaan yang

jumlahnya kecil sekalipun harta tersebut berkembang, akan

tetapi memberikan aturan atau ketentuan tersendiri dengan

jumlah tertentu yang dalam ilmu fiqh disebut nishab.21

4) Melebihi kebutuhan pokok

Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang,

tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja.

5) Bebas dari hutang

19 Yang dimaksud pemilikan penuh disini bukanlah pemilikan yang sesungguhnya, karena
yang memiliki seperti itu hanyalah Allah SWT. Yang dimaksud pemilikan disini hanyalah
penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia.

20 Yusuf Qardawi, Hukum ...h. 138
21 Yusuf Qardawi, Hukum ...h. 149
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Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib

zakat dan harus melebihi kebutuhan primer (pokok) di atas

haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Jika

pemilik harta mempunyai hutang yang menghabiskan atau

mengurangi jumlah nisab, maka zakat tidaklah wajib.22

Hal ini diperkuat oleh Hambali, yang berpendapat serupa

bahwa hutang itu dapat mencegah zakat. Maka barang siapa

yang mempunyai hutang dan ia mempunyai harta, ia harus

melunasi hutangnya terlebih dahulu. Kalau sisa hartanya

mencapai nisab zakat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya.

Akan tetapi jika tidak sampai pada nisab, ia tidak wajib

mengeluarkan zakatnya.23

6) Haul (melewati satu tahun)

Permulaan haul dihitungdari hari pertama memiliki

nisab. Harta yang telah mencapai nisab ini harus tetap utuh

setahun penuh. Jika ditengah-tengah tahun, nisab berkurang,

kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari

waktu sempurna setelah berkurang tersebut.24

5. Orang yang menerima zakat

Delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan QS. at-

Taubah:60 adalah

22 Yusuf Qardawi, Hukum...h. 155
23 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab ,Terj, (Jakarta: Lentera, 2006), h.

178
24 Sayyid Sabiq, Fiqih...h. 655
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1) Orang-orang fakir: mereka yang tidak memiliki harta sama sekali

dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan.

2) Orang miskin: orang yang memiliki harta namun tidak

mencukupinya

Di dalam al-Qur’an Allah berfirman

          

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros” (QS. al-Isra’:26)

3) ‘Amil zakat adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh

imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan

membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orarg-orang

ini juga berhak mendapat bagian zakat, meskipun mereka orang

kaya.25

4) Muallaf adalah orang yang secara dhahir telah memeluk Islam,

namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberi bagian zakat

sebagai motivasi untuk memperkokoh keislaman dalam hati

mereka. Orang yang dapat dikategorikan sebagai muallaf (orang

yang perlu dipikat hatinya dengan diberi zakat agar Islamnya

semakin kuat) ada empat macam, yaitu: 26

25 Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh...h.  408
26 Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh...h.  409-

410
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a. Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah

b. Orang yang masuk Islam dan memiliki kedudukan terhormat.

Dengan memberikan zakat, diharapkan pengikutnya akan

masuk Islam.

c. Orang Islam yang memerangi atau mengintimidasi para

pembangkang zakat hingga mereka mau menyerahkan  zakat

kepada imam (penguasa)

d. Orang Islam yang berperang melawan orang-orang kafir atau

para pemberontak.

5) Budak mukatib adalah budak yang digantungkan status

kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia

serahkan kepadanya, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki

dana yang cukup untuk pembebasan dirinya.

6) Gharimin adalah orang-orang yang terlilit utang dan kesulitan

untuk melunasinya.

7) Fi sabilillah(orang yang berjuang di jalan Allah) adalah para

pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh.

Meskipun yang dimaksud dengan fi sabilillah dalam ayat adalah

keperluan perang akan tetapi para fuqaha dan muhaditsin

mengartikan bahwa kata ini mencakup seluruh kemaslahatan umum

dalam rangka menegakkan agama.27

27 Mardani, Hukum...hlm. 55
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8) Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan

maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ibnu sabil

menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk Musafir yaitu orang

yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. As-sabil artinya

ath-thariq/jalan.28

6. Jenis-jenis zakat

Secara umum, zakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam.

Pertama, zakat badan atau disebut zakat fitrah, yaitu zakat yang diberikan

berkenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa ramadhan.29 Kedua,

Zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang

memenuhi syarat-syarat tertentu.30

B. HARTA YANG WAJIB ZAKAT

Harta dalam bahasa arab disebut al mal yang berasal dari kata -مَالَ 

مَیْلاً - یمَِیْلُ  yang berarti condong, cenderung, dan miring. Al-mal juga

diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka

pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. 31

Secara terminologi, ada dua definisi yang di kemukakan para ulama

fiqh tentang al-mal (harta) yaitu:32

Pertama:

28 Yusuf Qardawi, Hukum...h. 645
29 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), h. 30
30 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen, h. 21
31 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 9
32 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 73
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مَا یمَِیْلُ إلِیَْھِ طبَْعُ الإِنْسَانِ وَیمُْكِنُ إدِْخَارُهُ إلِىَ وَقْتِ الْحَاجَةِ 

Artinya:

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika
diperlukan.”

Definisi ini dikemukakan ulama Hanafiyah. Dalam definisi mal ini

dengan kemungkinan disimpan (iddikhar) untuk mengeluarkan manfaat dari

definisi mal. Manfaat menurut mereka masuk golongan milik, tidak masuk

golongan mal. Mereka membedakan antara mal dengan milik.33

Kedua:

كُلُّ مَا لھَُ قیِْمَةٌ یلَْزِمُ مُتْلفَھِاَ بضِِمانَھِِ 

Artinya:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi
bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”

Definisi ini dikemukakan jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah.

Menurut Buku Pintar Ekonomi Syariah Harta adalah segala sesuatu

yang mempunyai nilai moneter, dimiliki oleh orang atau organisasi, biasanya

sebesar biaya atau nilai wajar pasar.34 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah Pasal 1 Ayat (9) amwal (harta) adalah benda yang dapat dimiliki,

dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak

berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda

33 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 137

34 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia, 2010),
h. 304.
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bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai

ekonomi. Pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih

lengkap dan lebih luas.35

Menurut ulama harta mempunyai dua unsur, yaitu unsur ‘aniyah dan

unsur ‘urf. Unsur ‘aniyah yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam

kenyataan (a’yan). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak

disebut harta, tetapi disebut hak milik atau hak. Unsur ‘urf yaitu segala

sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia,

tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik

manfaat madiyah maupun manfaat maknawiyah.36

Menurut Salam Madkur unsur-unsur benda  ada tiga yaitu:37

1) Dapat dimiliki

2) Dapat diambil manfaatnya

3) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara’ dalam keadaan biasa bukan

dalam paksaan.

Demikian unsur-unsur sesuatu dipandang sebagai benda atau bukan,

apabila salah satu atau kesemua unsur tersebut tidak terlibat, maka sesuatu itu

bukan benda atau harta.

Dalam surat at-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari

harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan

zakat tersebut. Islam menetapkan zakat emas dan perak, tanaman, buah-

35 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012),  h. 60.
36 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 60.
37 Nur Huda, Fiqh Muamalah, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42
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buahan, perniagaan, hewan ternak, barang tambang, dan barang terpendam.38

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III: Zakat dan Hibah pada

Bab III disebutkan harta yang wajib dizakati yaitu zakat emas dan perak, uang

dan yang senilai dengannya, barang yang memiliki nilai ekonomis dan

produksi, tanaman dan buah-buahan, pendapatan, madu dan sesuatu yang

dihasilkan dari binatang, profesi, barang temuan dan barang tambang.

Secara ringkas dapat dikemukakan disini mengenai poin-poin atau

barang-barang yang wajib ditunaikan zakatnya.

1. Zakat emas dan perak

Dimaksudkan dengan emas dan perak di sini adalah emas dan

perak pada umumnya. Baik ia diperjual belikan, ataupun emas dan

perak yang dipakai hanya untuk hiasan pakainan, rumah tangga dan

bentuk-bentuk emas lainnya. Perabot rumah tangga dari emas/perak,

logam mulai seperti platina, batu permata intan berlian, dan sekarang

termasuk juga emas putih.

Emas dan perak wajib dizakati –walaupun dalam bentuk uang atau

potongan- ketika telah mencapai nisab, mencapai satu tahun (haul), dan

bersih dari utang serta kebutuhan-kebutuhan pokok.39

Adapun jika dipakai sebagai perhiasan bagi wanita, maka

hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini para fuqaha berbeda

38 Sayyid Sabiq, Fiqih...h. 661
39 Sayyid Sabiq, Fiqih...h. 661-662.
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paham.40 Untuk ini zakat emas dan perak terbagi menjadi dua yaitu

zakat emas dan perak sebagai perhiasan dan zakat emas dan perak

sebagai uang (simpanan).

Emas dan perak sebagai perhiasan tidak ada nisab dan haul, jadi

dikeluarkan zakatnya cukup satu kali, dan akan lebih selamat

dikeluarkan zakatnya sebelum dipakai, dan besarnya 2,5%.41

Emas tidak wajib dizakati, kecuali jika telah mencapai dua puluh

dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dinar42 dan haul, wajib

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua

puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham.

Jika telah mencapai dua ratus dirham43, wajib dikeluarkan zakatnya

sebesar 2,5%. Selebihnya juga dihitung dengan persentase seperti itu,

baik sedikit maupun banyak.44

2. Zakat barang tijarah

Tijarah ialah sesuatu yang disediakan untuk diperjual belikan

(komoditas) dengan maksud mencari keuntungan, dengan kata lain

tijarah adalah perdagangan atau jual beli.

Definisi ini mencakup banyak jenis barang, proses jual beli dan

akad, yang bila diperhatikan cakupannya bukan hanya barang-barang

40 Yusuf Qardawi, Hukum ...h. 242
41 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 125
42 Nishab emas yang sudah mencapai 20 mitsqal atau 90 gram atau seukuran dengan 20

dinar wajib dikeluarkan zakatnya.
43 Nishab perak yang sudah mencapai 600 gram atau senilai dengan 200 dirham wajib

dikeluarkan zakatnya.
44 Sayyid Sabiq, Fiqih...h.
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(konvensional) akan tetapi mencakup pula perdagangan valas, surat-

surat/kertas-kertas berharga seperti saham, obligasi, cek, dan lain-lain.45

Adapun kadar wajib zakat perniagaan adalah 2,5%, merujuk pada

hadits yang diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, ia berkata: ”Umar

mengutusku sebagai penarik zakat (mushaddiq). Ia memerintahkanku

untuk mengambil dari kaum muslimin 2,5% dari harta mereka jika

mereka memutarnya untuk perdagangan”.46

Harta perniagaan yang sudah mencapai nishab dan haul, maka ia

menialainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilain 2,5%

dari keseluruhannya. Barang perniagaan tidak dihitung untuk haul

kecuali telah mencapai nishab. 47

Dilihat dari orang atau perusahaan yang terkena dengan kewajiban

zakat ada lima macam:48

a. Pengambil barang tertentu yang tersedia di tempat-tempat

tertentu, seperti pasir, batu, tanah urug, ikan di laut atau di sungai,

dan lain-lain. Maka zakatnya dikeluarkan 2 ½ persen dari barang

yang akan dijual atau dengan uang senilai dengan barang itu atau

dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq

b. Pembuat barang atau produsen barang-barang yang menggunakan

bahan pokok yang tidak dibeli. Seperti batu bata, keramik,

pedagang air mineral, dan lain-lain, maka zakatnya dikeluarkan 2

45 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 48
46 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh...h. 383
47 Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak
48 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 58-59
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½ persen dari barang-barang yang akan dijual atau dengan uang

senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang

dibutuhkan mustahiq

c. Pembuat barang dagangan (produsen) yang menggunakan bahan

baku yang dibeli, zakatnya diperhitungkan 2 ½  persen dari

belanjaan barang-barang yang menjadi bahan baku yang akan

menjadi suatu barang produksi yang diperjualbelikan atau dengan

uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang

dibutuhkan mustahiq

d. Pembeli barang jadi yang kemudian barang itu diperdagangkan.

Maka zakatnya 2 ½ persen dari barang itu (modal) bukan harga

jual, atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan

barang lain yang dibutuhkan mustahiq

e. Pegusaha (pengambil keuntungan) dari jualbeli cek dan kertas

berharga. Maka dikeluarkan 2 ½ persen, dari harga nilai beli cek,

saham atau kertas berharga tersebut.

f. Investor modal memakai pola poin a sampai e dikeluarkan 2½ %

oleh perusahaan atau investor. Tergantung kesepakatan, setelah

diketahui barang tijarahnya.

3. Zakat zira’ah
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Zakat zira’ah yaitu zakat yang ditunaikan dari hasil pertanian dan

perkebunan.49 Nishab barang zi’raah untuk yang bisa diwasaq50 adalah

5 wasaq (750 kg). Hal ini ada dua macam, yaitu:

a) Jika pengairannya oleh hujan atau mata air, besarnya 10%.

b) Jika oleh tenaga manusia atau binatang besarnya 5%.

Bagi hasil panen yang tidak bisa diwasaq ada dua macam pula,

yaitu:

a) Jika pengairannya oleh hujan atau mata air tanpa menggunakan tenaga

manusia, alat atau tenaga binatang besarnya sebesar 10%.

b) Jika menggunakan tenaga manusia, tenaga binatang atau menggunakan

alat besarnya 5%

4. Zakat binatang ternak

Bianatang ternak adalah binatang yang sengaja dikembangkan agar

bertambah banyak. Menurut dalil yang ada binatang ternak yang wajib

dizakati ada tiga jenis yaitu unta, sapi dan kambing. Adapun selain dari

tiga jenis tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang

tijarah.51

Tidak ada kewajiban zakat pada unta hingga jumlahnya mencapai

nishab, yaitu 5 ekor.52

Kesimpulan tentang nishab zakat unta sebagai berikut:53

49 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h.110
50 Wasaq adalah ukuran banyak dari seatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara

disukat atau diukur dengan suatu isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati
51 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 141
52 Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopeni Fiqih Praktis 2,  (Jakarta:

Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2016), h. 526
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1. Kurang dari 5 ekor unta, tidak kewajiban zakat

2. Dari 5-24 unta, zakatnya 1 kambing untuk setiap 5 ekor unta.

3. Dari 25-35 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 1 tahun.

4. Dari 36-45 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun.

5. Dari 46-60 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun.

6. Dari 61-75 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun.

7. Dari 76-90 unta, zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun

8. Dari 91-120 unta, zakatnya 2 ekor unta betina berumur 3 tahun

9. Dari 120 unta ke atas, setiap tambahan 40 ekor zakatnya 1 ekor unta

betina berumur 2 tahun, sedangkan pada setiap tambahan 50 ekor

zakatnya 1 unta betina berumur 3 tahun.

Sapi yang jumlahnya sudah mencapai nishab, yaitu 30 ekor, wajib

dikeluarkan zakatnya berupa 1 ekor sapi jantan atau betina yang telah

berumur 1 tahun. Jika jumlahnya mencapai 40 ekor, maka zakatnya

adalah 1 ekor sapi betina yang telah berusia 2 tahun (musinnah).54

Tidak ada kewajiban zakat kambing hingga jumlahnya mencapai

nishab, yaitu 40 ekor. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebagai

berikut:55

1. Kurang dari 40 ekor kambing, tidak ada kewajiban zakat.

2. Dari 40-120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.

3. Dari 1201-200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing.

53 Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopeni...h. 529
54 Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopeni...h. 530
55 Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopeni...h. 532
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4. Dari 201-300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing.

5. Lebih dari 300 ekor kambing, zakatnya setiap pertambahan 100 ekor

kambing zakatnya 1 ekor.

5. Zakad harta terpendam (rikaz) dan ma’adin

Rikaz adalah harta terpendam pada masa jahiliyyah yang

ditemukan pada masa Islam dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

Zakatnya sebesar 1/5 atau 20%.56

Ma’adin adalah yang dikeluarkan dari bumi berupa emas, perak, ter,

batu bara, minyak, timah, tembaga, silikon, dan sebagainya.57 Zakat

ma’adin (barang tambang) besarnya 2,5 % tanpa nishab dan haul.

56 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh...h. 363
57 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 159
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BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BITCOIN

A. Sejarah Perkembangan Bitcoin

1. Sejarah dan Pengertian Bitcoin

Dalam perbendaharaan istilah dunia ekonomi dan bisnis modern,

Bitcoin dan kriptokurensi merupakan hal baru yang menarik untuk

diperbincangkan. Masa depan dunia perekonomian dan bisnis,

diramalkan akan banyak melibatkan kriptokurensi dan Bitcoin sebagai

pilar pelaksananya.1 Bitcoin adalah sebuah sistem mata uang

cryptocurrency2 global, dan bisa juga disebut sebagai mata uang digital,

mata uang virtual, dan juga aset kripto.3 Sebagai mata uang virtual,

bitcoin tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya yang

dikeluarkan oleh bank atau negara.4 Bitcoin merupakan mata uang kripto

yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran open source P2P (peer

to peer) sebagai suatu mekanisme pembayaran privat yang permanen.5

Sebagai pionir dalam cyptocurrency, ia diciptakan oleh seseorang

yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini

tidak ada yang mengetahui jati diri sebenarnya dari Satoshi Nakamoto.6

1Ibrahim Nubika, Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial,
(Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), h. 79

2 Cyrptocurrency adalah mata uang berbasis kriptografi
3 Felita Setiawan, “Apa itu Bitcoin? Panduan Lengkap untuk Pemula”,

https://coinvestasi.com/belajar/apa-itu-bitcoin/, diakses 2 Februari 2020.
4 Willy Wong, Bitcoin, (Semarang:Indraprasta media, 2014), h.1
5 Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan

Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi
Komparasi Antara Indonesia-Singapura) ”, Diponegoro Law Journal, Vol 6, No 2, 2017, h. 5

6Dimaz Ankaa Wijaya, Mengenal Bitcoin dan Crptocurrency, (Medan: Puspantara,
2016), h. 15
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Sebagai orang yang menciptakan skema bitcoin untuk yang pertama

kalinya, Nakamoto diduga berasal dari jepang, yang bisa jadi merupakan

sebuah penyamaran korporasi atau memang benar-benar seorang individu

dengan kemampuan brilian.

Bitcoin sendiri pada awal kemunculannya dianggap sebagai sebuah

skema yang rumit, namun memiliki prospek bagus di masa depan.

Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan

mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat bitcoin

digadang-gadang dapat menjadi  sebuah tren global baru dalam dunia

bisnis.7

Saat pertama kali bitcoin digagas oleh Satoshi Nakamoto pada

tahun 2008 melalui whitepaper yang berjudul “Bitcoin A Peer-to-Peer

Electronic Chash System”8 dan di umumkan melalui sebuah milis

kriptografi http://www.metzdowd.com/ 9 januari 2009, sebelum

meninggalkan milis itu di akhir 2010. Untuk menghargai karyanya,

sebuah situs nirlaba satoshi.nakamotoinstitute.org mengumpulkan milis-

milis saat nokomoto berinteraksi dengan pakar-pakar kriptografi.9

Konsep bitcoin sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi

mutlak, yang memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar

berdaulat penuh dalam kepemilikannya. Bitcoin tidak bergantung pada

sistem perbankan konvensional, karena pemiliknya mutlak mengatur dan

7 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 81
8 Dimaz Ankaa Wijaya, Mengenal...h. 15
9Alfred M. Sondakh, Berburu Bitcoin; Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses

Melalui Mata Uang Global Ini, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 23
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mengelola secara pribadi dengan domain privat.10 Skema tanpa perantara

yang tidak memerlukan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna

bitcoin lebih terjamin kerahasiaannya. Dengan tanpa adanya perantara,

setiap transaksi yang di dilakukan pengguna bitcoin, menjadi lebih murah

tanpa harus terpotong biaya jasa.

Bitcoin adalah uang. Tetapi, tidak seperti rupiah, bitcoin memiliki

cara kerja yang sangat berbeda. Jika kita mengenal Bank Indonesia

sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, maka tidak

ada bank sentral manapun yang akan ditemukan untuk mengelola

peredaran bitcoin. Bitcoin tidak memiliki apapun atau siapapun untuk

menjaminnya, dan komunitas pengguna bitcoinlah yang sepakat

menggunakannya sebagai uang.

Sebagai mata uang digital, bitcoin memiliki prosedur pelaksanaan

dengan menggunakan sistem open source peer to peer. Prosedur peer to

peer ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling

terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan,

sehingga memungkinkan antar komputer dapat saling berbagi. Tegnologi

yang mengatur dan memanajemen penggunaan bitcoin, disebut dengan

kriptokurensi (cryptocurrency). Kriptokurensi merupakan sebuah

protokol digital berbasis internet, yang mengatur segala bentuk

pembuatan, manajemen, hingga transaksi bitcoin. Teknologi

10 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 82
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kriptokurensi memiliki standar keamanan tinggi dengan sistem

kriptografi11 dan alogaritma yang dirancang khusus sebagai pengaman.12

Transaksi memerlukan pembukuan, demikian halnya dengan

pengguna bitcoin sebagai alat transaksi. Semua transaksi yang

menggunakan bitcoin, dicatat dalam sebuah “buku besar” (ledger) yang

disebut blockchain.13 Buku besar ini mencatat seluruh transaksi yang

terjadi, sehingga alur transaksi dapat dilihat dengan mudah. Sistem

pencatatan dengan menggunakan blockchain bersifat terbuka dan

meninggalkan jejak digital, sehingga memungkinkan setiap orang

mengecek setiap transaksi bitcoin yang telah terjadi. Blockchain atau

terjemah bebasnya rantai blok, sesuai namanya tersusun atas blok-blok

yang dihubungkan satu sama lain.14

Sebuah blok bernomor n terhubung dengan blok bernomor

bernomor n-1 dan blok bernomor n+1, blok-blok tersebut berisi

transaksi-transaksi bitcoin yang dikumpulkan dalam selang waktu

tertentu. Transaksi-transaksi tersebut divalidasi terlebih dahulu sebelum

dimasukkan ke dalam sebuah blok. Kemudian, sebuah blok yang berisi

kumpulan transaksi harus divalidasi juga melalui proses yang disebut

mining (menambang) yang dilakukan oleh penambang dengan

11 Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang
dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.

12 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 82
13 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 84
14 Dimaz Ankaa Wijaya, Mengenal...h. 15
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menggunakan komputer atau alat yang biasa disebut dengan ASIC

(Application Specific Integrated Circuit).15

2. Nilai Tukar dan Produksi Bitcoin

Perkembangan nilai tukar bitcoin sejak awal diperkenalkan,

menjalani proses jatuh bangun yang sangat panjang. Pada Februari 2010,

bitcoin ditukar dengan dua pizza di Jacksonvill dengan 10.000 BTC.

Tahun berikutnya Februari 2011, nilai bitcoin mulai ditawarkan oleh

MtGox (perusahaan jasa jual beli) untuk USD 1/BTC. Pada Februari

2013, satu BTC dihargai USD 31.91 yang kemudian dalam 2 bulan

berikutnya menjadi USD 100/BTC, dan puncak popularitas bitcoin

berhasil menyentuh USD 1,209.94/BTC menjelang akhir 2013.16

Tiga tahun berikutnya, bitcoin bertahan di kisaran $400, tidak

pernah sampai di atas $650 atau di bawah $250. Dan salah satu kejadian

paling penting selama waktu tersebut adalah jatuhnya MtGox exchange

cryptocurrency pertama, dan mengajukan kebangkrutan setelah diretas

hingga $500 juta bitcoin dan $30 juta deposito uang tunai. Keretasan

tersebuta adalah yang terbesar adalah dunia crypto, hingga memperparah

reputasi bitcoin sebagai aset dengan minimnya proteksi keuangan bagi

para penggunanya.17

Setelah 3 tahun stabil, bitcoin mulai mencapai puncaknya pada

2017. Di tahun ini, nilai cryptocurrency mulai meningkat dari sekitar

15 Dimaz Ankaa Wijaya, Mengenal...h. 15
16 Alfred M. Sondakh, Berburu...h. 27
17 https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-masa/

diakses 18/04/2020 jam 21.03 WIB
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$1000 per koin hingga hampir senilai $20.000 per koin dalam hitungan

bulan saja. Pada akhir Januari 2018, bitcoin mengalami penurunan dari

$20.000 per koin menjadi $10.000 per koin. Selanjutnya bitcoin terus

menurun selama awal 2018, sebelum mulai stabil diangkat $7.000 per

koin. Nilainya bertahan di kisaran $6.000 hingga $7.000 sejak Juni. Jadi,

selama 10 tahun ini, bitcoin memiliki nilai sebesar $6.305 per koin rata-

ratanya. 18

Pada tahun 2020 ini harga mata uang kripto bitcoin diprediksi akan

terus meningkat. Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global akan

mendorong lebih banyak investor untuk menukar asetnya ke dalam

bitcoin karena diakui sebagai penyimpan nilai. Selanjutnya pasokan tetap

bitcoin yang akan mendorong kenaikan harga sepanjang tahun, menurut

prediksi analis Bloomberg.19

Sirkulasi bitcoin dibatasi sampai 21.000.000 unit bitcoin. Pada

bulan Juni 2016, bitcoin yang diproduksi sudah mencapai lebih dari

15.700.000 unit bitcoin20, dan saat ini pertengahan bulan April 2020

sudah mencapai 18.333.775 unit bitcoin21, artinya sudah mencapai

produksi lebih dari 87% dari total 21.000.000 bitcoin yang akan

diproduksi.

18 https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-masa/
diakses 18/04/2020 jam 21.37 WIB

19 Sakina Rakhma Diah Setiawan (Ed.), “Harga Bitcoin Diprediksi Menguat Sepanjang
Tahun Ini”, www.kompas.com, 23 Januari 2020.

20 Alfred M. Sondakh, Berburu...h. 30
21https://bitcoinblockhalf.com/ diakses 19/04/2020 jam 20.57 WIB
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Proses produksi bitcoin atau dikenal dengan istilah bitcoin mining,

atau penambangan bitcoin, lazim dikenal sebagai cara mendapatkan

bitcoin, dilakukan seperti halnya manusia menambang sumber daya

alam. Namun, dalam penambangan bitcoin, segala prosedur dan caranya

dilakukan secara digital. Penambangan ini sebenarnya hanya

menambahkan pencatatan transaksi dari satu block terhadap block lain

yang baru saja melakukan transaksi. Hasil pencatatannya akan ditampung

dalam blockchain, atau buku besar.22

Penambang bitcoin adalah mereka yang menyediakan peralatan

komputer untuk membantu melakukan perhitungan dalam membuat blok

baru.23 Sebagai bagian dari penerbitan (produksi)bitcoin, penambang

akan diberika imbalan sejumlah bitcoin setiap kali blok diproduksi (kira-

kira setiap 10 menit). Ketika bitcoin pertama kali dimulai, penambang

diberikan imbalan sebesar 50 BTC per blok. Setelah setiap 210.000 blok

ditambang (kira-kira setiap 4 tahun), imbalan perblok akan terbagi dua

dan akan terus menjadi separuhnya hingga hadiah perblok menjadi

0BTC. Sampai sekarang imbalan perblok adalah 12,5BTC dan akan

berkurang menjadi 6,25BTC perblok.24

Kemampuan penambang memperoleh bitcoin baru sangat

ditentukan oleh spesifikasi hardware komputer yang bagus. Semakin

22 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 123
23 Dimaz Ankaa Wijaya, Mengenal...h. 22
24 https://bitcoinblockhalf.com/ diakses 19/04/2020 jam 22.05 WIB. Peristiwa halving

pertama terjadi pada 29 November 2012 diketinggian 210.000 blok dari 50BTC ke 25BTC
perblok. Halving kedua terjadi pada 10 Juli 2016 di ketinggian 420.000 blok, dari 25BTC ke
12,5BTC perblok, dan saat penulis meneliti berada pada ketinggian 626.708 blok, hampir sampai
pada halving ketiga.
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cepat dan kuat komputer yang digunakan, semakin cepat pula seorang

penambang berpeluang mendapatkan sebuah blok baru untuk menambah

catatan transaksi. Bitcoin mining sebagai aktivitas penambangan, juga

memiliki beberapa acuan dasar bagi para penambang. Salah satu aspek

dalam bitcoin mining adalah tekniknya. Terdapat 2 teknik utama yang

dapat dilakukan penambang dalam menambang bitcoin, yaitu Solo

Mining25 dan Mining Pool26.27

Prosedur penambangan bitcoin dengan menggunakan perangkat

pribadi dan software (bitcoin mining);28

 Sediakan perangkat komputer dengan spesifikasi bagus dan

memori dalam jumlah besar.

 Pastikan komputer terkoneksi dengan jaringan internet

berkecepatan tinggi yang lancar.

 Untuk menambah daya kerja penambangan, lengkapi komputer

dengan hardware Field Programmable Gate Array (FPGA). Jika

tidak mempunyai tampilan FPGA, dapat juga menggunakan

hardware dengan chip khusus yang bernama Application Specific

Integrated Circuit (ASIC Mining)

 Masuklah ke dalam website penyedia bitcoin dengan alamat

https://blockchain.info.

25 Solo mining berarti penambangan bitcoin dilakukan dengan menggunakan perangkat
komputer pribadi, dan dilakukan secara individu pula.

26 Mining Pool merupakan sebuah teknik penambangan bitcoin yang dilakukan secara
kolektif atau berkelompok

27 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 123-124
28 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 92-93
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 Klik fitur Wallet, dan kemudian buatlah akun wallet baru dengan

mengklik Start New Wallet.

 Tampilan selajutnya adalah semacam formulir yang harus diisi.

 Klik continue setelah formulir selesai diisi.

 Alamat Wallet (Bitcoin Addres) baru akan muncul, dan segeralah

login ke alamat Wallet tersebut. Alamat baru berupa kombinasi

angka dan huruf yang harus disimpan.

 Wallet baru tersebut adalah semacam wadah untuk menerima dan

mengirim bitcoin. Jadi, untuk mengisinya, pengguna harus

menambang bitcoin terlebih dahulu.

B. Bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi

1. Bitcoin sebagai alat transaksi

Bitcoin saat ini digunakan banyak orang di seluruh dunia untuk

transaksi di internet, antara 2 pihak yang mempunyai kesepakatan nilai

untuk menerima dan membayar suatu barang atau jasa yang

dibutuhkan.29

a) Kedudukan bitcoin di Indonesia

Di Indonesia kedudukan bitcoin tidak memenuhi syarat alat

pembayaran secara undang-undang, sebagaimana  diketahui dalam

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan

bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang

sah. Bank Indonesia dalam Siaran Pers No 16/6/Dkom menyatakan

29 Alfred M. Sondakh, Berburu...hlm. 45
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bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat pembayaran

yang sah di Indonesia. Didukung oleh Peratuaran Bank Indonesia

No. 11/12/PBI/2009 tentang uang Elektronik yang mana bitcoin juga

tidak memenuhi syarat unsur-unsur sebagai uang elektronik. Dengan

demikian, seluruh pengguan bitcoin diharapkan berhati-hati dalam

melakukan transaksi dengan menggunakan bitcoin, sebab pemerintah

tidak menjamin bitcoin atas segala resiko yang terjadi.

b) Cara kerja bitcoin sebagai alat pembayaran

Bitcoin bekerja dengan standar mekanisme tertentu yang berbeda

dengan alat pembayaran lain. Sebagai sebuah sistem pembayaran

peer to peer, bitcoin akan menghubungkan langsung antara satu

pengguna dnegan pengguna lain tanpa perantara. Sebelum dapat

menggunakan bitcoin untuk melakukan transaksi pembayaran,

langkah pertama adalah membuat Bitcoin Address. Pembuatan akun

ini juga berfungsi ganda untuk membuat wallet sebagai sebuah

rumah penampung keluar masuknya bitcoin. Langkah berikutnya

adalah dengan mengikuti proses penambangan atau dengan cara

instan membeli bitcoin pada perusahaan jual beli bitcoin.30

2. Bitcoin sebagai alat investasi dan komoditi perdagangan

Dengan nilai bitcoin yang cenderung meningkat dalam jangka

panjang, banyak orang membeli bitcoin dengan mengharapkan kenaikan

harga terhadap mata uang resmi. Dalam sejarahnya, nilai bitcoin

30 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 126
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meningkat pesat sejak kemunculannya di tahun 2009, dari tidak berharga

sama sekali sampai dengan sekarang bernilai sekitar Rp110 juta31 untuk

setiap BTC yang diperdagangkan. Dengan jumlah pengguna bitcoin yang

makin meningkat, banyak orang yang masih berharap peningkatan harga

bitcoin akan tetap terjadi di masa yang akan datang.32

Banyak dari kalangan pebisnis berinvestasi dengan cryptocurrency,

untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Prinsip dasar dalam

investasi di dunia cryptocurrency adalah membeli pada saat harga murah,

dan menjual pada saat harga mahal. Nilai dari suatu cryptocurrency

tidaklah stabil. Namun, meskipun tidak stabil, ada saatnya nila tersebut

melambung tinggi dan tidak akan terus menerus berada pada level

rendah,33demikian halnya yang terjadi pada bitcoin.

Bitcoin dapat pula dipandang sebagai komoditas perdagangan.

Keuntungan dapat diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual.

Mekanisme harga pasaran setiap komoditas di dunia ini tergantung dari

supply and demand, atau hukum permintaan dan penawaran. Dalam

blockchain segala yang terkait dengan permintaan cyprocurrency akan

sangat transparan hingga dapat diketahui publik, sehingga dapat

diprediksi jumlah yang akan diproduksi di masa mendatang. Hal ini dapat

juga dijadikan patokan untuk menentukan tingkat inflasi dengan rumus

yang pasti ketika pengguna melihat semua data. Katakanlah setiap

pengguna bitcoin mengetahui supply and demand pada saat ini, maka

31 https://www.indodax.com/ diakses 20/04/2020 jam 0.54 WIB
32 Dimaz Ankaa Wijaya, Mengenal...h. 71
33 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 109
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mereka juga akan tahu berapa jumlah bitcoin yang akan diproduksi

selanjutnya. Demikian pula nilai inflasi dari bitcoin tersebut.34

3. Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan bitcoin

Untung dan rugi dalam sebuah bisnis dan aktivitas perekonomian

merupakan keniscayaan. Manajemen dan strategi yang terukur

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebelum seseorang

melangkah lebih jauh dalam sebuah bisnis.

 Kelebihan menggunakan bitcoin:35

1. Tidak memerlukan jasa pihak ke-3

2. Menekan harga jual suatu komoditas

3. Dapat digunakan secara global

4. Memiliki penawaran (demand)yang tinggi

5. Menggunakan sistem desentralisasi

6. Transaksi yang tercatat rapi dan memiliki banyak rekap digital

7. Bitcoin tidak dapat dipalsukan

8. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global

9. Dapat digunakan untuk donasi

10. Blockchain hampir mustahil diretas

 Kekurangan menggunakan bitcoin36

1. Tidak ada jaminan kehilangan

2. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal

3. Tidak dapat dilacak

34 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 115-116
35 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 130-133
36 Ibrahim Nubika, Bitcoin;...h. 133-136
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4. Transaksi tidak dapat dibatalkan

5. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang

6. Penggelapan pajak kekayaan

7. Keterbatasan transaksi

C. Bitcoin Dalam Komoditi Berjangka di Indonesia

Dalam perekonomian terdapat istilah yang sering digunakan dalam dunia

usaha yaitu investasi. Secara bahasa menurut wikipedia pengertian investasi

adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan

akumulasi dalam bentuk aktiva sebagai harapan untuk mendapatkan

keuntungan.37 Menurut Undang-undang tentang penanaman modal yang

dimaksud dengan investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.38

Pada umumnya bentuk investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:39

1. Investasi pada aktiva riil

Ini adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata

atau dapat dilihat secara fisik. Misalnya; emas, properti, tanah, logam,

dan lain-lain.

2. Investasi pada aktiva finansial

Ini merupakan investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk surat-

surat berharga. Misalnya; saham, deposito, dan lain sebagainya

37https://id.m.wikipedia.org/wiki/investasi diakses 20/04/2020 Jam 15.44 WIB
38 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 Angka 1
39 https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investai/pengertian-investasi.html di akses

20/04/2020 Jam 15.58 WIB
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Ada beberapa jenis investasi yang biasa dilakukan di dunia bisnis,

termasuk: deposito, saham, obligasi, reksadana, investasi properti dan emas.

Selain jenis investasi tersebut, sebagaiman di informasikan Bappebti

menetapkan kripto sebagai subjek komoditas berjangka yang dapat

diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan.

Sejak awal munculnya bitcoin sebagai salah satu hasil dri teknologi

kripto, bitcoin telah membawa suatu konsep dimana tidak hanya dapat

dianggap sebagai mata uang digital atau currency tetapi para pengguna

bitcoin juga menggunakannya untuk investasi dengan menjadikannya sebagai

suatu komoditas.40 Dalam rangka mendukung perkembangan aset kripto yang

semakin meluas di masyarakat, akhirnya pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan yakni, Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan

Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Dalam pasal 1 disebutkan “Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai

Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang

diperdagangkan di Bursa Berjangka”.41

40 Firda Nur Amalia Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di
Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, jurnal hukum bisnis bonum commune,
Volume 2, Nomor 2, 2019, h. 132

41 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
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Seperti halnya yang telah disebutkan dalam peraturan lanjutan Bappebti

No 3 Tahun 2019 pasal 1; Komoditas yang dapat dijadika subjek Kontrak

Berjangka yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:42

a. Komoditas dibidang pertanian dan perkebunan:

1. Kopi

2. Kelapa sawit dan turunannya

3. Karet

4. Kakao

5. Lada

6. Mete

7. Cengkeh

8. Kacang tanah

9. Kedelai

10. Kopra; dan

11. Teh

b. Komoditas di bidang pertambangan dan energi

1. Emas

2. Timah

3. Aluminium

4. Bahan bakar minyak

5. Gas alam

42 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa
Berjangka.
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6. Telaga listrik; dan

7. Batu bara

c. Komoditas di bidang industri

1. Gula pasir

2. Plywood

3. Pulp dan kertas

4. Benang

5. Semen; dan

6. pupuk

d. Komoditas di bidang perikanan dan kelautan

1. Udang

2. Ikan; dan

3. Rumput laut

e. Komoditas di bidang keuangan

1. Mata uang asing

2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia

f. Komoditas  di bidang aset digital

1. Aset kripto (crypto asset)

Dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh babppebti berkaitan

dengan bitcoin:
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a. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor

2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditas di bursa

berjangka.

b. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor

3 tahun 2019 tentang komodity yang dapat dijadikan subjek kontrak

berjangka, kontrak dari Vatif Syariah, dan/ atau kontran dari Vatif

lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

c. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor

4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik

emas digital di bursa berjangka.

d. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor

5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik

aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.

Berdasarkan aturan hukum tersebut bahwa aset kripto seperti bitcoin

dapat dikatakan sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat

diperdagangkan dan telah memiliki dasar hukum untuk digunakan dalam

bertransaksi melalui sistem elektronik atau dunia digital.43

43 Firda Nur Amalia Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di
Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, jurnal hukum bisnis bonum commune,
Volume 2, Nomor 2, 2019, h. 132
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BITCOIN

SEBAGAI OBJEK ZAKAT DI INDONESIA

A. Analisis Bitcoin Sebagai  Harta Dalam Islam

Kata al-mal yang terhimpun dalam al-Qur’an diulang sebanyak 86

kali, yang tersebar diberbgai surat. Seluruhnya memiliki maksud dan

makna yang tidak berbeda jauh atau bahkan relatif sama, yaitu harta

benda, kekayaan, atau hak milik. Cukup banyak al-Qur’an mengulang

memberikan penekanan mengenai al-mal, dikarenakan al-mal

dilingkungan masyarakat kadang menjadi sebuah ketegangan individu

dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur mengenai

harta benda (al-mal) dalam konsep al-Masalih al-Khamsah (lima

kemaslahatan) yang harus dijaga, yakni: menjaga agama, menjaga jiwa,

menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga al-mal. Kelima hal tersebut

merupakan masalah primer (daruri) dalam kebutuhan Islam.1 Sehingga

dalam hal ini, al-mal pada dasarnya memiliki peran penting yang

berpengaruh bagi kehidupan manusia, sehingga agama Islam harus

mengaturnya secara jelas.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat

penemuan-penemuan baru dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali

dalam hal transaksi ekonomi. Belakangan ini tercipta sebuah alat

1 Abd. Salam Arief, Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap
Ijtihad Fuqaha’) jurnal Al-Mawarid, Vol. IX, 2003, h. 49
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pembayaran yang berbasis elektronik yaitu cryptocurrency, sebagai salah

satu contohnya dalah bitcoin.

Bitcoin adalah sebuah uang elektronik Peer-to-Peer sistem. Ia

adalah produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas yang disebut

menambang (mining) yang dilakukan di internet. Sebagai salah satu mata

uang digital, bitcoin juga dijadikan komoditas oleh para pengguna bitcoin.

Salah satu syarat bahwa sebuah komoditas layak untuk diperjual belikan

adalah apabila ia memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu, sebuah harta

bisa disebut harta, manakala ia memiliki manfaat.

Dalam Islam harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai

materi yang beredar diantara manusia. Menurut para fuqaha harta bersendi

pada dua unsur yaitu; ‘ainiyah (harta itu merupakan benda, ada wujudnya

dalam kenyataan) dan ‘urf (harta itu dipandang harta oleh sebagain atau

semua manusia).2 Jadi bitcoin dalam pandangan Islam termasuk harta

karena mempunyai nilai materin dan ada unsur ‘urf pada bitcoin.

Sedangkan menurut Salam Madkur unsur-unsur benda  ada tiga

yaitu:3

1) Dapat dimiliki

Bitcoin dapat dimiliki melalui penambangan ataupun transaksi jual-

beli.

2) Dapat diambil manfaatnya

2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 60.
3 Nur Huda, Fiqh Muamalah, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42
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Bitcoin dapat diambil manfaatnya sebagai alat transaksi yang

berfungsi sebagai mata uang dan investasi untuk mendapatkan

keuntungan.

3) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara’ dalam keadaan biasa

bukan dalam paksaan.

Selama pemanfaatan bitcoin tidak menyalahi aturan syara’ maka

pemanfaatan tersebut diperbolehkan.

Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara’, harta

dibagi menjadi dua, yaitu mal mutaqawwim dan mal ghairu mutaqawwim.

Yang dimaksud dengan mutaqawwim adalah sesuatu yang boleh

dimanfaatkan menurut syara’. Sedangkan mal ghairu mutaqawwim adalah

sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan ketentuannya menurut syara’.

Kadang-kadang mutaqawwim diartikan pula dengan dzi qimah yaitu yang

mempunyai nilai. Seperti biasa yang dikatakan para fuqaha

ان المنافع لیست متقومة فى ذاتھا وانما تقوم بعقد الاجارة للحاجة 

“Sesungguhnya manfaat-manfaat itu tidak dinilai dengan sendiri’

hanya dia diberi nilai dengan akad ijarah untuk memenuhi  keperluan”

Kondisi ini menentukan bitcoin sebagai harta (mal) yang jenisnya

masuk pada bagian harta mutaqawwim. Dimana harta mutaqawwim adalah

harta yang pada pemilikan manusia dan dapat di ambil manfaatnya

menurut syara’.
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Dilihat dari segi jenisnya, harta terbagi atas harta bergerak dan

harta tidak bergerak. Contoh harta bergerak seperti barang dagangan

(buah-buahan, bulpoin, buku, pakaian dll), sedangkan harta tidak bergerak

seperti tanah dan rumah. Dari segi kemungkinan dapat dipindahkan,

bitcoin termasuk harta bergerak karena bitcoin dapat dipindahkan dari satu

dompet virtual ke dompet virtual lainnya.

Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta dibedakan menjadi mal

isti’mali dan mal istihlaki. Mal isti’mali yaitu harta benda yang dapat

diambil manfaatnya beberapakali dengan tidak menimbulkan perubahan

dan kerusakan zatnya dan tidak berkurang nilainya, seperti kebun, pakaian,

perhiasan dan lain sebagainya. Sedangkan mal istihlaki adalah harta benda

yang menurut kebiasaan hanya dapat dipakai dengan menimbulkan

kerusakan zatnya atau berkurang nilainya, seperti korek api, makanan,

minuman dan lain sebgainya. Maka bitcoin masuk dalam mal isti’mali,

dimana pemanfaatan bitcoin tetap nilainya ketika ditransaksikan.

Dari sisi padanan harta sejenis dipasaran harta dibedakan menjadi

harta mal misli dan mal qimi. Mal misli adalah harta yang mempunyai

persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbngkan adanya

perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya. Biasanya

berupa harta benda yang dapat ditimbang, diukur atau dihitung

kuantitasnya. Sedangkan mal qimi adalah harta  yang tidak mempunyai

persamaan atau padanan atau harta yang memiliki padanan namun terdapat

perbedaan kualitas yang besar dan sangat diperhitungkan, tidak bisa
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ditolerir menurut kebiasaan.4 Dari sisi padanan harta bitcoin termasuk mal

misli.

Dilihat dari status harta dibedakan menjadi mal mamluk, mal

mahjur, mal mubah. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah

milik, milik perorangan, atau badan hukum, seperti pemerintah dan

yayasan. Harta mamluk (yang dimiliki) terbagi menjadi dua: harta

perorangan dan harta perkongsian. Harta mubah ialah sesuatu yang pada

asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan darat,

laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahannya. Harta mahjur ialah

sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang

lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda

yang dikhususkan untuk masyarakat umum.5 Dari segi status harta bitcoin

termasuk harta mamluk.

Harta dilihat dari dapat dibagi atau tidak dibedakan menjadi Harta

yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) ialah harta yang tidak dapat

menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi,

misalnya beras, dan tepung. Harta yang tidak dapat dibagi (mal ghair qabil

li al-qismah) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan

apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, dan mesin.6

Dilihat dari dapt dibagi atau tidak bitcoin termasuk harta yang dapat dibagi

karena bitcoin dapat dipecah satuan satuannya.

4 Abdul Karim Zidan, Pengantar Studi Syariah, Ter. (Jakarta: Robbani Press, 2008), h.
278-281

5 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, (Jakarta:
Kencana, 2012), h. 36-37

6 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, Fiqh...h. 37
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Harta dilihat dari keberadaanya dibagi menjadi harta ‘Ain dan harta

Dayn. Harta ‘Ain ialah harta yang berbentuk benda yang kelihatan, seperti

rumah, pakaian dan kendaraan. Harta ini dibagi menjadi dua: 1) Harta ‘ain

dzati qimah, yaitu harta yang memiliki bentuk yang dipandang harta

karena memiliki nilai. 2) Harta ‘ain ghair dzati qimah, yaitu benda yang

tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya

sebiji beras. Harta dayn ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab,

seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.7 Harta dilihat

dari segi ini dimana padanannya adalah harta ‘ain dmana harta ‘ain itu

harta yang berwujud jadi sebaliknya adalah harta yang tidak berwujud.

Maka bitcoin termasuk harta dayn, karena keberadaan bitcoin yang

merupakan jenis harta virtual atau aset virtual.

Menelusuri akan nilai manfaat bitcoin, kita bisa menyimak

terhadap alur bagaimana ia digunakan dan dihasilkan. Pertama, alur

bagaimana ia digunakan termasuk bila dikonversi menjadi mata uang

konvensional. Setelah bitcoin itu dihasilkan, ia bisa ditransfer dari satu

peer ke peer yang lain. Saat ditransfer ini, bitcoin sudah memiliki nilai.

Nilainya bergantung pada nilai tukarnya terhadap USD atau IDR atau mata

uang negara lain, di mana ia hendak digunakan. Jika ia digunakan di

Indonesia, ia bisa dikonversi ke rupiah. Jika digunakan di Amerika, maka

ia dikonversi ke USD. Menariknya, konversi ini dihasilkan dari jalan

pembelian. Harga beli bitcoin tergantung pada pasar. Ketika pasar

7 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, Fiqh...h. 35-36
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mempercayainya sebagai harta dan media tukar, maka nilainya menguat.

Namun, ketika pasar tidak mempercayainya sebagai harta dan media tukar,

jatuhlah harganya.

Kedua, kita fokus bagaimana bitcoin dihasilkan, untuk itu berarti

kita harus meminjam teori produksi. Salah satu teori produksi yang

dipergunakan dalam timbangan ekonomi Islam adalah teori produksinya

Baqir al Shadr. Teori produksinya diakui sebagai salah satu mazhab

ekonomi Islam dunia, karena dinilai sifat realistis dan sistematisnya.

Dalam Iqtishâdunâ, halaman 613, Baqir al-Shadr menyampaikan bahwa:8

جانبان: أحدھما الجانب الموضوعي المتمثل في الوسیلة التي تستخدم والطبیعة عملیة الإنتاج لھا 

التي تمارس والعمل الذي ینفق خلال الإنتاج. والآخر الججانب الذاتي الذي یتمثل في الدافع النفسي 

والغایة التي تستھدف من تلك العملیة وتقییم العملیة تبعا للتصورات المتبناة عن العدلة

Artinya: "Di dalam produksi termuat dua aspek, pertama adalah

aspek objektif, yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan

alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi.

Kedua, adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan

yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas

produksi menurut beberapa konsep keadilan yang dianut."

Adapun garis besar tujuan diadakannya produksi menurut

Abdurrahman Dzaka Ibrahim, dalam tulisannya yang berjudul Ba'dlu

Malâmikhi al-Intâj wa al-Tauzî' wa al-Tabâdul fi al-Iqtishâdi al-Islamy,

8 https://islam.nu.or.id artikel dengan judul “Apakah Cryptocurrency Bisa disebut Harta”
oleh Muhammad Syamsuddin. Diakses 11 April 2020 Pukul 01.20 WIB
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halaman 113, adalah: "Produksi merupakan proses menghasilkan manfaat

guna memuaskan kebutuhan bathin manusia."

Dari definisi teori produksi di atas, maka dalam produksi bitcoin

memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang mencakup sarana

yang digunakan untuk produksi (berupa komputer dan jaringan internet),

kekayaan alam yang dioleh (berupa algoritma sebagai dasar kriptokurensi),

dan kerja yang dicurahkan dengan aktifitas menambang (mining).

Kriptografi berupa angka-angka algoritma dipecahkan melalui

aktivitas robotic dari PC atau GPU (Global Processing Unit) yang terdapat

pada jaringan peer dan kecepatannya tergantung pada seberapa bagus

processor yang dipergunakan. Semakin bagus speed jaringan, maka

semakin cepat produk yang akan dihasilkan. Jadi, dalam hal ini, proses

pemecahan tidak melibatkan aktivitas manusia sama sekali, karena

komputer merupakan alat selaku miner (penambangnya).

Kedua, ada aspek subjektif yang terdiri atas motif psikologis dari

diproduksinya bitcoin dan sekaligus tujuan yang hendak dicapai. Dilihat

dari sisi motif diproduksinya bitcoin, setidaknya ada dua motif mengapa ia

diciptakan.

1) Menghilangkan pihak ketiga dalam proses transaksi elektronik.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bitcoin mrnggunakan

sistem transaksi peer to peer, yang artinya langsung antar

pengguna. Sistem peer to peer meniadakan jasa pihak ke-3 atau

makelar penyedia jasapembayaran non-tunai. Dengan tiadanya
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pihak ke-3, pengirim dan penerima bitcoin akan dapat leluasa serta

tidak repot mengurus administrasi pada lembaga penyedia jasa

tersebut. Terkait motif ini memungkinkan para pengguna untuk

mengirim dan menerima uang secara instan di manapun dan

kapanpun. Dengan adanya bitcoin sebagai alat pembayaran,

menghilangkan adanya biaya tambahan yang biasanya ada pada

transaksi yang menggunakan badan keuangan yang berperan

sebagai pihak ketiga.

2) Privatisasi mutlak.

Pengguna bitcoin memiliki kontrol penuh atas transaksi mereka.

Pembayaran dengan bitcoin bisa dibuat tanpa menyertakan

identitas pribadi untuk proses pembayaran, namun setiap transaksi

akan otomatis tercatat dalam data blockchain yang dapat dilihat

bebas di server internet. Sehingga tidak ada data pemilik yang akan

terpapar ke publik yang akan menyebabkan pencurian identitas.

B. Analisi Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di

Indonesia

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dalam al-Qur’an setiap kali

ada perintah untuk mengerjakan shalat disana disebutkan juga perintah

untuk mengeluarkan zakat. Dasar pensyariatan zakat yaitu al-Qur’an,

Hadits, dan Ijma’. Allah SWT berfirman
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            

  

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, denga zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Zakat di wajibkan pada setiap muslim yang merdeka meskipun

belum mukallaf dan memiliki harta yang mencapai nisab dalam masa satu

tahun. Oleh karena itu orang yang belum merdeka dan non muslim tidak

wajib zakat

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang lima.

Zakat seharusnya mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan

keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena zakat

mempunyai potensi untuk fungsi sosial yang besar apabila didistribusikan

secara tepat dan benar.

Berkenaan dengan potensi zakat yang begitu besar baik secara

ekonomi ataupun sosial, jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya

masih terbatas pada apa yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an maupun

hadits. Hal ini tidak selaras dengan perkembangan zaman yang membuat

harta menjadi berbagai macam jenis yang mungkin belum dikenakan

hukum sebagai salah satu harta yang wajib dizakati. Maka dari itu
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diperlukan lebih banyak pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam

terkait dengan permasalahan tersebut. Seperti halnya nya dalam

permasalahan zakat bitcoin.

Terkait dengan pemberlakuan zakat pada bitcoin, berdasarkan

Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11

Februari 2018 di Tuban, bitcoin dikelompokkan sebagai “harta virtual”

sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan

sebagai investasi. Demikian berlaku wajib zakat. Dalil yang digunakan

adalah dari kitab At-Tarmasy, (Al-Mathba’ah Al-‘Amirah As-Syarafiyyah

bi Mishra Al-Mahmiyyah; juz IV), halaman 29-30:

ى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشیخ سالم بن سمیر والحبیب عبد واختلف المتأخرون ف

الله بن سمیط أنھا من قبیل الدیون نظرا إلى ما تضمنتھ الورقة المذكورة من النقود المتعامل بھا 

وعند الشیخ محمد الأنبابى والحبیب عبد الله بن أبى بكر أنھا كالفلوس المضروبة والتعامل بھا 

جب زكاة ما تضمنتھ الأوراق من النقود عند الأولین زكاة عین وتجب زكاة صحیح عند الكل وت

.التجارة عند الآخرین فى أعیانھا إذا قصد بھا التجارة

“Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang

elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith,

uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan

mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang bisa digunakan untuk

muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbaby dan Habib Abdullah

bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum

bermuamalah dengannya adalah sah secara total. (Dengan demikian) wajib
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membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut-

menurut ulama-ulama yang disebut pertama-dengan zakat ‘ain, dan wajib

membayar zakat tijarah-menurut ulama yang disebut terakhir-sebab

kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan”.9

Di Indonesia, saat ini bitcoin tidak dianggap sebagai alat

pembayaran atau crypto currency tetapi sebagai aset yang memiliki nilai

ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun

2018 pasal 1 disebutkan “Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai

komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang

diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Nilai bitcoin untuk saat ini rata-rata

berkisar pada IDR 135 jt per BTC atau sekitar USD 9600. Pertanyaannya

apakah tidak ada zakat pada harta tersebut? Ketika nilainya begitu besar

kenapa tidak masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati?. Padahal

dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 disebutkan kata harta berlaku

umum yakni meliputi berbagai macam harta.

Kata amwal dari ayat tersebut (9:103), tidak hanya diartikan harta

atau kekayaan, tetapi diartikan seluruh harta milik berupa apa saja tanpa

terkecuali. Jadi semua harta wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah

memenuhi syarat-syaratnya. Pada syarat-syarat harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1) Milik penuh

2) Harta itu berkembang

9 https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin
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3) Mencapai nishab

4) Melebihi kebutuhan pokok

5) Haul (melewati setahun)

Dalam Islam bitcoin merupakan harta karena unsur-unsur mal ada

padanya, begitu pula memenuhi syarat sebagai harta wajib zakat. Karena

ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa

kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi

untuk berkembang.10 Seperti halnya yang ada pada bitcoin bahwa bitcoin

bisa dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk

berkembang dengan memperdagangkan atau menginvestasikannya.

Sebagaimana yang tertera pada peraturan Bappebti No 3 Tahun 201911

bahwa Aset Kripto (crypto asset) - dalam hal ini adalah bitcoin- adalah

komoditas yang dapat dijadika subjek kontrak berjangka yang dapat

diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk

bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang

haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya,

seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan serta tidak hanyut terhadap

kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban

terhadap Allah (dalam hal ini yang dimaksud adalah zakat).

10 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (terj), (Jakarta: Litera AntarNusa,  2007), hlm. 138.
11 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1
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Landasan kewajiban zakat perdagangan adalah al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 267

                 
  

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil
usaha yang kalian peroleh dan sebagain hasil bumi yang Kami keluarkan
untuk kalian”. (QS.al-Baqarah: 267)

Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah mengutip, harta

dagang ialah segala yang dimaksud untuk diperjual belikan dengan

maksud untuk mencari keuntungan.12 Definisi ini mencakup banyak jenis

barang, proses jual-beli dan akad, yang bila diperhatikan cakupannya

bukan hanya barang-barang (konvensional) akan tetapi mencakup pula

perdagangan valas, surat-surat/kertas berharga seperti saham , obligasi,

cek dan lain-lain.13

Oleh karena itu ada persyaratan mendasar untuk menjadikan

sesuatu menjadi barang tijarah (dagangan), yaitu:

a. Barangnya jelas (tidak ada jahalah) idealnya dapat dihitung

nilainnya dengan uang atau dibarter dengan barang lain

b. Bukan dengan cara maisir

12 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (terj), (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), h. 312
13 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infak dan Sedekah, (Bandung: Tafakur,

2011)
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c. Diniatkan untuk diperjual-belikan dengan rangka mencari

keuntungan

d. Terjadi transaksi yang sah atau akad jual beli antara penjual

dan pembeli.

Dari keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

pemberlakuan membayar zakat pada bitcoin itu wajib. Walaupun bitcoin

dikenal dan terkenal  sebagai mata uang virtual, atau mata uang digital

karena mempunyai kesamaan fungsi seperti uang, akan tetapi di Indonesia

bitcoin merupakan komoditas digital atau aset digital yang dapat di

perdagangakan dalam bursa berjangka di Indonesia. Maka ketika

kepemilikan atas bitcoin sudah mencapai nishab dan haul wajib

mengeluarkan zakatnya. Karena bitcoin merupakan urudh al-tijarah

(barang dagangan) maka zakatnya 2,5%. Sesuai dengan riwayat berikut:14

یر قال: استعملني عمر رضي الله عنھ على العشر , فأمرني أن اخذ عن زیادبن حد

من تجّار المسلمین ربع الشر

“Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata. ‘Umar mengangkat saya

sebagai ‘Amil zakat, maka beliau memerintahkan saya untuk mengambil

zakat tijarah 2 ½ % dari para pedagang muslim’.”

14 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 60
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Pengeluaran zakat sebesar 2,5 % pada barang dagangan ada lima

yaitu:15

a. Pengambil barang tertentu yang tersedia di tempat-tempat

tertentu, seperti pasir, batu, tanah urug, ikan di laut atau di sungai,

dan lain-lain. Maka zakatnya dikeluarkan 2 ½ persen dari barang

yang akan dijual atau dengan uang senilai dengan barang itu atau

dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq

b. Pembuat barang atau produsen barang-barang yang menggunakan

bahan pokok yang tidak dibeli. Seperti batu bata, keramik,

pedagang air mineral, dan lain-lain, maka zakatnya dikeluarkan 2

½ persen dari barang-barang yang akan dijual atau dengan uang

senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang

dibutuhkan mustahiq

c. Pembuat barang dagangan (produsen) yang menggunakan bahan

baku yang dibeli, zakatnya diperhitungkan 2 ½  persen dari

belanjaan barang-barang yang menjadi bahan baku yang akan

menjadi suatu barang produksi yang diperjualbelikan atau dengan

uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang

dibutuhkan mustahiq

d. Pembeli barang jadi yang kemudian barang itu diperdagangkan.

Maka zakatnya 2 ½ persen dari barang itu (modal) bukan harga

15Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 58-59
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jual, atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan

barang lain yang dibutuhkan mustahiq

e. Pegusaha (pengambil keuntungan) dari jualbeli cek dan kertas

berharga. Maka dikeluarkan 2 ½ persen, dari harga nilai beli cek,

saham atau kertas berharga tersebut.

f. Investor modal memakai pola poin a sampai e dikeluarkan 2½ %

oleh perusahaan atau investor. Tergantung kesepakatan, setelah

diketahui barang tijarahnya.

Maka dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan pengeluaran zakat

bitcoin sebesar 2,5% dari harga nilai beli bitcoin ketika bitcoin dijadikan

barang dagangan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang ada di dalam skripsi ini penulis

dapat mengambil kesimpulansebagai berikut:

1. Bitcoin dapat dikategorikan harta dalam Islam karena bitcoin dapat

dimiliki, mempunyai nilai materi yang manusia dapat memanfaatkann

dan jenisnya termasuk dalam kategori harta mutaqawwim yang dzati

qimah (mempunyai nilai).

2. Analisis hukum Islam terhadap bitcoin sebagai objek zakat di

Indonesia memenuhi syarat harta wajib zakat. Bitcoin sebagai harta

yang bisa berkembang dan mempunyai nilai potensi maka bitcoin

wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan zakatnya masuk ke dalam

zakat tijarah karena untuk di Indonesia, pemanfaatannya sebagai suatu

komoditas yang dapat di perjualbelikan di bursa berjangka lewat

peraturan menteri perdagangan no. 99 tahun 2018 dan besarannya

yang harus dikeluarkan sebagai barang dagangan adalah 2,5%.

B. Saran-saran

Sebagaimana telah di atur dalam peraturan menteri perdagangan

bahwa bitcoin termasuk dalam aset komoditas, sehinga bisa di

perjualbelika yang menyebabkan kewajiban zakat atas harta tersebut

dalam Islam, akan tetapi undang undang ataupun fatwa di Indonesia belum

mengatur akan hal tersebut, sehingga perlu pengembangan mengenai
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undang-undang zakat agar hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat, karena

yang menjadi pedoman di Indonesia yaitu undang-undang, sehingga

kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan masalah ini.

Meskipun bitcoin merupakan salah satu aset komoditas yang dapat

diperjualbelikan, akan tetapi masih mengandung unsur maisir di dalamnya,

karena pengguna mengharapkan keuntungan yang tidak pasti (spekulasi)

dari nilai harga bitcoin. Sehingga untuk penelitian selanjutnya agar dapat

mengembangkan lagi masalah zakat bitcoin ini.

C. Penutup

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas rahmat,

taufiq, hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi

syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan

saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi

ini dan demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan support dalam

penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan

rahmat Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya

dan umumnya bagi para pembaca.
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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 99 TAHUN 2018 

TENTANG 

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA 

ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi, perlu mengatur ketentuan mengenai 

penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto 

(crypto asset); 

b. bahwa aset kripto (crypto asset) telah berkembang 

luas di masyarakat dan merupakan komoditi 

yang layak dijadikan sebagai subjek Kontrak 

Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka; 

c. bahwa untuk melindungi masyarakat dan memberikan 

kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang 

Perdagangan Berjangka, perlu menetapkan kebijakan 
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umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka aset 

kripto (crypto asset); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan 

tentang 	Kebijakan 	Umum 	Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto 

Asset); 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5232); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

7. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN 

BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET). 

Pasal 1 

Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi 

yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang 

diperdagangkan di Bursa Berjangka. 

Pasal 2 

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto 

(Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan 

Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa 

Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya 

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi. 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 September 2018 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ENGGARTIASTO LUKITA 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Oktober 2018 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1395 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
m 	Perdagangan t-t 

iro Hukum, 



PERATURAN BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN

SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH,

DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2011 serta dalam rangka memenuhi kebutuhan

terhadap instrumen lindung nilai dan referensi harga

bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu

menyempurnakan ketentuan mengenai komoditi yang

dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak
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Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya

yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,

dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang

Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor  90);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
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6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018

tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan

Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI TENTANG KOMODITI YANG

DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA,

KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK

DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

BERJANGKA.

Pasal 1

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka

yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:

a. komoditi di bidang pertanian dan perkebunan:

1. kopi;

2. kelapa sawit dan turunannya;

3. karet;

4. kakao;

5. lada;

6. mete;

7. cengkeh;

8. kacang tanah;

9. kedelai;

10. jagung;

11. kopra; dan

12. teh,

b. komoditi di bidang pertambangan dan energi:

1. emas;

2. timah;

3. aluminium;

4. bahan bakar minyak;

5. gas alam;

6. tenaga listrik; dan
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7. batu bara,

c. komoditi di bidang industri:

1. gula pasir;

2. plywood;

3. pulp dan kertas;

4. benang;

5. semen; dan

6. pupuk,

d. komoditi di bidang perikanan dan kelautan:

1. udang;

2. ikan; dan

3. rumput laut,

e. komoditi di bidang keuangan:

1. mata uang asing;

2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia;

f. komoditi di bidang aset digital:

1. aset kripto (crypto asset).

Pasal 2

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif

Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi

semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan

telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis

Ulama Indonesia.

Pasal 3

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif

selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif

Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka,

meliputi:

a. indeks saham;

b. indeks emas;

c. mata uang asing; dan

d. saham tunggal asing.
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Pasal 4

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau

Kontrak Derivatif Lainnya atas Komoditi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 hanya dapat

diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan

persyaratannya mendapat persetujuan dari Kepala Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 5

Penetapan Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

Pasal 2, dan Pasal 3 sewaktu-waktu dapat diubah sesuai

dengan kebutuhan pasar.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat

Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang

Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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1. Uang Elektronik (PCNU Kab. Tuban) 
Deskripsi Masalah 

Uang Elektronik menurut Bank Central Eropa adalah penyimpanan nilai uang secara 
elektronik pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran 
ke pihak lain. Perangkat bertindak sebagai instrumen pembawa uang prabayar yang tidak harus 
melibatkan rekening bank dalam transaksi.  

Produk Uang Elektronik menurut Bank Indonesia membaginya sebagai produk berbasis chip 
dan berbasis server. Untuk produk berbasis chip, daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu 
chip atau sitker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer 
melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real-time ke server. 
Sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti 
komputer, tablet atau ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung 
melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli. 

Untuk meningkatkan penggunaan uang Elektronik ini, Bank Indonesia memiliki program 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, 
salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol. 

Pertanyaan a 
a. Apa status Uang Elektronik baik yang berbasis Chip atau Server menurut Fiqh? 
b. Bagaimana hukum Isi ulang/top up Uang Elektronik yang dikenakan Biaya? 
c. Bagaimana fikih melihat kebijakan yang mengharuskan menggunakan Uang Elektronik dalam 

transaksi? 

Jawaban a 
Status Uang Elektronik tersebut menurut Fiqih adalah alat transaksi yang sah layaknya uang fisik 
sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan.  

Referensi 

 المحميث ةمصر الشرفيث اىعامسة المطتعث 03-99/  ضـ الساةع الجشء اىترمسى .1
 ٌا إلى ُظؽا الدئن كتيو ٌَ أُٓا ـٍيػ ةَ الله غتػ والحتيب ـٍير ةَ ـالً الشيظ فػِػ ةالجٔط المػؽوفث الٔركث فى المخأعؽون واعخيف
دٔ ٌَ المؼنٔرة الٔركث حغٍِخّ  المضروبث كاىفئس أُٓا ةكؽ أبى ةَ الله غتػ والحتيب لأُتابىا محٍػ الشيظ وغِػ ةٓا المخػامو الجل

دٔ ٌَ الأوراق حغٍِخّ ٌا زلٌة وتجب الكل غِػ ضطيص ةٓا والتػامو  فى الآعؽيَ غِػ التشارة زلٌة وتجب غين زلٌة الأوىين غِػ الجل
 فلال كلآًٌ ةين الله رحمّ شيغِا ومدع ةاحفاق فيٓا ةزلٌ فلا التشارة ةٓا حلطػ لً اىتى الأوراق أغيان وأٌا التشارة ةٓا كطػ إذا أغيآُا

 المػاميث كطػت فإذا أغيان سٓث الثاُيث الجلػيَ ٌَ حغٍِخّ ٌا سٓث الاولى سٓخان لها المؼنٔر الأوراق أن ميغطّ ٌا افخاآحًٓ ُلو ةػػ
ٔ ةّ غين اشتربج إذا أُّ ضاضيّ حفطيو ففيٓا حغٍِخّ ةٍا ٔ الذٌث فى ةِلػ غؽض شراء كتيو ٌَ كان ةٓا المػاميث فى اىغاىب وْ  سائؾ وْ

أةّ أو الجٔط لذلم الٔاعع الحاكً ٌَ حغٍِخّ ٌا ىتفيً ْٔ إٍُا ليتائع الجٔط وركث وإغؽاء  ضص التشارة الشراء ةؼلم كطػ وإذا ُ
 غِػ الٔركث لطاضب ٌا تفيً كتيو ٌَ كان حغٍِخّ ٌا كػر ٌِّ لحأعؼ لصراف الاوراق دفع فان كال التشارة غؽض اىػين حيم وضارت
أةّ ٌَ الحاكً  فان يػه فى الاوراق كاُج ممَ ضلّ أراد لمَ ةٓا المػاميث يخػاطى ٌَ كل ٌَ ةٍأذوُّ او ةِففّ يػفػّ غِػه ديَ لأُّ ُ

ٔ الديَ كتيو ٌَ كان ٌخفاوحا او ٌخٍاذلا ةٍريٓا الاوراق ةيػج  فيطص المضروبث كاىفئس كاُج ةأغيآُا المػاميث كطػت واذا ةاؼو وْ
 وضاضو فيٓا التشارة زلٌة وتجب ةجيخٓا تجارة غؽض وحطير المضروب كالجطاس كيتٍث وذات ةٓا ٌِخفع لأُٓا ةتػظ ةػغٓا وبيع ةٓا البيع
 الآعؽ أضكام غير أضكام كل على ويترحب أغيآُا يلطػ أن وإٌا الأوراق حغٍِخّ ٌا يلطػ أن فإٌا المخػاميين كطػ ُػخبر أُا الجٍع ْؼا
دٔ أن ةالضرورة يػيً لأُّ الأولى ْٔ الاولى سٓث ؽسيصوح كال  لا ذواحٓا لا الأوراق حغٍِخّ مما المػئم اىلػر ْٔ إٍُا المخػاكػيَ غِػ الملط

دٔ أن ةألفجخًٓ يصرضٔن لا المخػاكػيَ أن يلال  ةٓا التػامو ولًثر ذلم على واعػٓا اضؽلاح شاع لما ُلٔل لأُا الملػر الجلػ ْٔ ٌِٓا الملط
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سّٔ على  غييّ وستج ُطاةا ولٌُج كاملا ضٔلا غِػه وبليج اشتراْا أُّ ذلم على ويترحب التصريص ٌنزىث ذلم ُؾل غييّ المطؽيص ال
ٔ الديَ كتيو ٌَ لأُٓا زلٌحٓا  فى التطفث محشى الشروانى الحٍيػ غتػ اىػلاٌث نختّ ٌا أن حػيً ذلم غيٍج واذا كال الؾلٌة فيّ تجب وْ
 ٌِفػث لا المؼنٔرة الأوراق ةأن الططث غػم ٌػيلا الؾلٌة وسٔب ةػػم وسؾٌّ ٌؽيلا ةٓا التػامو ضطث ةػػم ؾٌّس ٌَ البيع نخاب أوائو
دٔ ٌَ غييّ دىج ٌا اىلطػ أن حميج كػ أُم على الاُخفاع غايث ةٓا ٌِخفع وٌِفػث كيٍث ذات لأُٓا ضطيص غير ةؽ نطتتى وأُٓا فيٓا  الجل

 اعؽاج ٌَ ويٍخِػٔن الله رحمّ المؼنٔر المطشى ٌَ ضػر ةٍا يتربخٔن الأمٔال ذاو التشار فأن المفأىث لهؼه فخجتّ حػيييّ يخً فلا الملػرة
ؼا الؾلٌة  ْٔ مما المفأىث ْؼه أٌرال فى والاضخياط ةلٔله يؤعؼ فلا ُص غير ٌَ له ةػا ٌا بحفب فيٓا كال والمطشى وغؽور ًٌِٓ سٓو وْ

 ولً الله رحمّ شيغِا كلام ٌَ ُليّ ٌاأردت اُخهى كيتّ فى الدُيا ضب حٍكَ وٌَ يشٓالل غظيً وغؽر نتير ففاد ٌِّ يجشأ لأُّ ٌخػين
 الؽبابى ٌَ الدراًْ كيٍث فيٓا المهخٔب ضٔرة أن المشٓٔر لأن فغث يخؽسٓا أن فغثواىظاْؽ أو ذْب ْٔ ْو غِٓا الؾلٌة فى أعؽسّ ٌا يبين

ؼا فغث أم ذْتا كان ـٔاء غِٓا غٔعا أولا ليطاكً لةؼ ٌا بحفب يخؽسٓا أن أُّ ويحخٍو الدُاُير لا والؽيالات  كلام ٌَ المختادر ْٔ وْ
 ولٔ بشرؼّ ٌِٓا ىلؽث حٍيم او اياْا شغص أغؽاه نأن فيٓا اىػٔض إغؽاء غير ٌَ ضطيٓا فيٍَ ْؼا على ةفً وىكَ الله رحمّ الشيظ

 إْ.  أغيً والله يتػػ لً ضيجئؼ ةالتغيير كيو

 083 ضـ الطاةع ءالجش وأدلتى الإضلامي اىفلى .9

أن أو فغث أو نؼْب ٌِفػث، أو غيِا أكان ـٔاء ةاىفػو الإنفان ويحٔزه يلخنى ٌا كل/ اليغث في المال/ المال حػؽيف  ٌِافع أو ُتات أو ضي
 اىغاةات في ششاروالأ الماء في والفٍم الهٔاء في كاىؽير اليغث في ٌالا يفلُ فلا الإنفان يحٔزه لا ٌا أٌا. والفهنى واليبؿ كالؽلًٔب الشيء

 وإضؽازه ضيازحّ يٍكَ ٌا كل ْٔ المال/ الحِفيث غِػ/ أولا/ رأيان ٌػِاه تحػيػ ففي اىفلٓاء اضؽلاح في وأٌا. الأرض ةاؼَ في والمػادن
 / غِصريَ حٔفؽ حخؽيب المالحث أن أي عادة، ويجخفع

 حٍكَ لا وٌا والذكاء، والشرف والططث اىػيً ٌرو المػِٔيث ٔركالأم ضيازحّ يٍكَ لا ٌا ٌالا، يػػ فلا ،والإحساز الحيازة إمكان/  الأول
ءٔ الشٍؿ وضؽارة اىؽيق كالهٔاء غييّ الفيؽؽة  .اىلٍؽ وع

 يػخػ لا اُخفاعا ةّ يجخفع أو اىفاـػ، أو المفٍٔم واىؽػام الميخث كلطً أضلا ةّ الاُخفاع يٍكَ لا ٌا فكل عادة، ةى الاهتفاع إمكان/  الثاني
خٍؽار ٌػنى حخؽيب واىػادة. وضػه ةّ يجخفع لا لأُّ ٌالا، يػػ لا حؽاب، ضفِث أو ٌاء كؽؽة أو كٍص تثنط الجاس غِػ ةّ  ةالاُخفاع الـا

 لأن ٌالا، الشيء يجػو فلا( المغٍطث) الشػيػ الجٔع غِػ الميخث نأكو الضرورة ضال ةالشيء الاُخفاع أٌا اىػاديث، الأضٔال في ةالشيء
 .اـترِائي ظؽف ذلم
ؼا(. 1)ةغٍاُّ ٌخيفّ ييؾم كيٍث له ٌا كل فٓٔ/ الحِفيث غير الجٍٓٔر غِػ المال وأٌا/ ذاُيا ذٔ ْٔ المػنى وْ  ذي كل ْٔ اىلأُن في فالمال كأُُا، ةّ المأع
 . محفٔس وسؽم دةٌا لها اىتي أي الماديث الأغيان أو الأشياء في المال ٌػنى المالهيث ضصر/ والمِافع الحلٔق - الماديث غير الأشياء. ٌالحث كيٍث
ا الحِفيث وغير. ٌال لا ميم هي وإٍُا غِػًْ أمٔالا فيحفج والحلٔق المِافع وأٌا دٔ لأن أمٔالا، اغخبروْ ؼا ذواحٓا، لا ٌِافػٓا الأشياء ٌَ الملط  ْٔ وْ

دٌ. والحيازة الإضؽاز غييٓا ويجؽي وٌػاملاحًٓ، الجاس غؽف وفي اىلأُن في ةّ المػٍٔل الططيص الؽأي  من الجاتجث اىفائرة يٌ/ ةالموفعث والملط
 ضيطث لممارضث يؤييى ادتطاص من لشذص الشرع يلسره ما فًٌ/ الحق وأما. ذلم ونحٌ الثٌب وىبص الطيارة، وركٌب الدار، نطهنى الأعيان،

 نحق ةالمال يتعيق لا وكر علي،ت أو شرب أو مسور من المجاور ةاىعلار الارتفاق وحق الميهيث نحق ةالمال يتعيق كر فًٌ. بشيء تكييف أو معيوث
 الشحيلى ويتث الدنتٌر. اىلاصر هفص على والٌلايث الحضاهث،

ً ةيع أُين أكؽت فلػ وبػػ ةػػه ُبى لا ٌَ على والفلام والطلاة وضػه لله الحٍػ/ وغيره التشاري الـإ  بحق يفلُ ٌا الحػيثيث الٔعػيث اىل
ام وضق ألحفالت ضلٔق ٌرو والطِاغيث واىغِيث الأدةيث الميهيث ضٔاحّ في الؽـ ً اىفاركث التشاريث واىػلاٌات الإضتراع وبؽاءة المتخهؽة ل  والـإ

 بفبتّ ُلػي أو ٌالي غٔض ٌلاةو في غِّ يتِازل أن لطاضتّ ويجٔز غييّ الإغخػاء أو الحق ةٓؼا المفاس لأضػ يجٔز فلا واىترعيص التشاري
أق في اجالؽو وضق الحق محو في ضاضتٓا أضػذٓا اىتى الشٓؽة  الحلٔق لهؼه ٌِٓا وحمايث الدوىث في حؽعيص على ةِاء اـٍّ تحٍو اىتى للأشياء الـأ

ً ةيع وعطٔضا الحق ْؼا ةيع يجٔز ْو الآن والفؤال  يٍكَ ٌرلا ٌخشؽ فخص أو مطِع ةإكاٌث الدوىث ٌَ المٍِٔع واىترعيص التشاري الـإ
أةػ والميم المال حػؽيف في فلٓاؤُا أةاُّ ٌا علال ٌَ الفؤال ْؼا غَ الإساةث  الأول إتجاْان ْؼا في ليفلٓاء الحق غَ والإغخياض التٍٔل وع
أفؽ إلا ٌالا يػػ لا الشيء أن فٓٔ الحِفيث لمخلػلٍ الأول الإتجاه وأٌا اىفلٓاء ومدٓٔر الحِفيث لمخأعؽى والثانى الحِفيث لمخلػلٍ  فيّ غِصريَ ةخ
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ٍا  والططث كاىػيً المػِٔيث كالأمٔر وإضؽازه ضيازحّ يٍكَ لا ٌا ٌالا يػػ فلا غؽفا أو عادة ةّ خفاعالإُ وإمكان والإضؽاز الحيازة إمكان وْ
 ٌاء كؽؽة أو ضِؽث نطتث لتفاْخّ وإٌا اىفاـػ أو المفٍٔم واىؽػام الميخث كلطً وففاده لضرره إٌا ةّ الإُخفاع يٍكَ لا ٌا كل ولًؼا والشرف

ؼا ـٔث ٌاديث ضفث ٌاله على يلخصر ْؤلاء غِػ المال أن يػنى وْ ألا فيحفج والحلٔق المِافع أٌا محف  إمكان ىػػم ٌال لا ميم هي وإٍُا أم
 الى-المخشػد الؾٌان مؽور ٌع المِفػث تفخٔف لً إذا حػريجيا فشحئا شحئا وحجخهى ٌػِٔيث لأُٓا لها اـخٍؽار ولا ةلاء فلا وسػت وإذا ةؼاحٓا ضيازحٓا

أ فيً/  الحِفيث المخأعؽو أٌا -كال أن  في الميخفً شرح المِخفى الدر في ساء المال ٌلٍٍات ٌَ الماديث اىػيجيث أو الإضؽاز و الحيازة إمكان يجػي
ؼا( 4/11 المطخار الدر) والدُاُير الدراًْ ٌَ ٌلٔم حلٔيً تحج يػعو ٌا وهي اىليٍث على المال ويؽيق/  المال حػؽيف  كيٍث له ٌا كل أن على يػل وْ

 اىظ -التػامو فيّ يجٔز ولا ٌِفغث له ىحؿ ٌا حلٔيً الجاس يخػارف ولا المِفػث وتفخيؾم حخغٍَ المالحث اىليٍث لأن شرعا لٌا فٓٔ الجاس ةين
ً ةيع أن والخلاضث  يحلق ٌػيِث تجارة ودلاىث ٌالحث كيٍث وذا ٌالا أضتص لأُّ فلٓا سائؾ أمؽ الحٔم الفائػة الأغؽاف في واىترعيص التشارى الـإ

ً يحٍو الذى الشيء رواج ث حؽعيطا ضاضتّ ٌِص والذى التشارى الـإ ٔ اىػٍو ةٍٍارـ تتػاد أو الإعخطاص يفيػ والميم لطاضتّ ممئك وْ  الـإ
 ومفِػ وٌتاشرة إعخطاضيث غلاكث هي إذ غيني ضق غلاكث التشارى وإـٍّ الشغص ةين واىػلاكث المٍئك ةالشيء الإُخفاع ٌَ التٍكَ أو

ً نٔن  اْ شرغيا ُطا ذلم يطادم ولا المضرة ودفع المِفػث سيب حخغٍَ شرغيث ٌػخبرة مطيطث الى المفتِػ اىػؽف ْٔ ٌخٍٔلا التشارى الـإ

 93-99ص  7اىفلى الموًجي ج  .0
غٔث أم غير ذلم  ٔ الذْب واىفغث ٌؽيلا ـٔاء كاُج مضروبث أم مط والمؽاد ةالأذٍان والجلػ الدراًْ والدُاُير أو ٌا كان ٌَ سجفٍٓا وْ

ؼه اىػٍلات المخػارفث في ْؼه الأيام لأن لها رضيػا ذْتيا محفٔظا وكل كؽػث ٌِٓا غتارة غَ وذيلث ةيع أوشراء ٌا يلاةيٓا ٌَ ويػعو في ْ
سٔب أن حنزل  ْؼه الؽضيػ المطفٔظ وٌَ الٔاعص أن التػامو ةٓا في ْؼه الأيام يلٔم ٌلام التػامو ةالدراًْ والدُاُير في الأيام الفاىفث ف

المٍاذيث غِػ اتحاد الججؿ فإذا ةيع الذْب ةالذْب أو اىفغث ةاىفغث  - 1كً الشرعي الشروط الخاضث لططث غلػ الصرف ٌنزلها في الح
غٔين أم غير ذلم  وكل ذلم مؽ ٌػم ةأدلتّ في ةاب الؽبا  -الى أن كال-فلا ةػ ٌَ تفاوى اىػٔعين في الٔزن ـٔاء أكاُا مضروبين أم مط

غٔٓا المخػامو ةّ اْفارسع الحّ وكل ٌا يلال في الد  راًْ والدُاُير يلال في اىػٍلات الؽائجث الآن واىتفاوى ةحِٓا ضفب ُ

 المني ضييمان ةن  الله عتر ليشيخ الإضلامي الإضتطحاق البحٌث .9

يػ كل ْٔ الجلػ ـٔيػ ذلم كان ٌٍٓا عاٌا كتٔلا ييفً ليختادل وـ  . يكٔن ضال أى وعلى ال

 رواس محمر ليشيخ الجفائص دار 90 ضـ المعاصرة المالحث المعاملات .3
غٔث الأوراق أو المضروبث المػادن ٌَ ذٍِا الجاس اتخؼ ٌا الجلػ ا المؽت فث غَ الطادرة ، ونحْٔ  . الإعخطاص ضاضتث المالحث المؤـ

Jawaban b 
Pembayaran Top Up melalui penerbit E money langsung atau melalui pihak yang ditunjuk melalui 
pihak yang ditunjuk seperti Indomart, Alfamart dapat dibenarkan. Adapun uang tambahan biaya 
top up, tergolong uang jasa.  

Referensi 
 

 998 ضـ الحضرمي ةاعيٌي ليطير المطترشرين ةغيث .1

و فيٍَ لؽيؿا ضاىص محٍػ أفتى[/ فائػة]  ظٓؽ وٌا ةغاغث، ةأعؼ فيٓا التصرف في له وأذن آعؽ، محو إلى ئضيٓا أٌاُث دراًْ غيره ٌع أرـ
و وإغؽائٓا الدراًْ حميّ ٌلاةيث في للأٌين يكٔن ربص ٌَ فيٓا و ميكاً  المؼنٔرة الدراًْ كاُج إن ةأُّ ،كالأسؽة إلحّ المؽـ  وأذن ليٍؽـ

ٔل ولٌن ساز، نؼلم و إلى حطو ضتى اىلؽض ضكً ّوضهٍ عاٌِاً  الؽـ  لً التصرف في ٌالهٓا يأذن ولً ميهّ حكَ لً وإن إلحّ، المؽـ
و غطب عٍان الحامو يغٍِٓا ةو ذلم، يجؾه  حيفج لٔ الغٍان في ؼؽيق والمؽـ

Jawaban c 
Boleh, sebab terdapat maslahah ‘ammah.  
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  999أضنى المطاىب الجشء الثاني ص/  .1
وللإٌام أن يلؽع ةلػث ٌَ الشارع لمَ يؽحفق فيٓا ةالمػاميث 0 لأن له ُظؽا واسخٓادا في أن الجئس فيّ مضر , )ولٔ أكؽػّ إياه الإٌام( ارحفاكا )ساز( أي 
ـّٔ مضرا إن أكؽػّ )ةػٔض( غتارة الؽوعث / وىحؿ للإٌام ولا ىغيره ٌَ الٔلاة أن يأعؼ ممَ يؽحفق ةالجئس ,  )لا( أو لا ولهؼا يؾغز ٌَ رأى سي

هٔ في الشٔارع غٔعا ةلا علاف )ولا( إن أكؽػّ )حٍييكا( وإن فغو غَ ضاسث اىؽؽوق وٌَ ِْا لا يجٔز ةيع شيء ٌِّ وٌا يفػيّ وكلا ء والبيع ونح
ٔ ٌِخف ولٔ ساز ذلم لجاز ةيع المٔات ولا كائو  ةيج المال ٌَ ةيع ٌا يؾغٍٔن أُّ فاعو غَ ضاسث المفيٍين ةاؼو 0 لأن البيع يفخػعي حلػم الميم وْ

 ةّ ُتّ غييّ الفتكي )وإن ـتق اذِان( إلى مكان ٌِّ )أكؽع ةحٍِٓا( ىػػم المؾيث فإن كان أضػٍْا مفيٍا فٓٔ أضق كؽػا كاله الدارلَ .

 (989/ 17اج )مغني المحتاج إلى معسفث أىفاظ الموً .9

ٔ أغؽف ةالمطاىص ٌَ الآضاد ، وأكػر على التػةير ًٌِٓ نٍا كال الماوردي ، ولا يلٔم إٌام البغاة ٌلام  والإٌام أو ُائتّ ْٔ الذي يخٔلى الأمٔر اىػظام ، وْ
  إٌام الهػُث في ذلم

   (119الأحكام الطيطاهيث والٌلايات الدينيث )ص/  .0
ؼه الٔلايث على الحز ضربان/ أضػٍْا أن حكٔن على تفحير الحشيز والثاني على إكاٌث الحز، فأٌا تفحير الحشيز فٓٔ  ز/ الباب اىػاشر في الٔلايث على الح وْ

ػايث. والذي غييّ في ضلٔق ْؼه الٔلايث غشرة أشياء/ ولايث ـياـث وزعاٌث وحػةير يتث وْ . والشروط المػخبرة في المٔلى/ أن يكٔن ٌؽاعاً ذا رأي وششاغث وْ
أ فيغاف غييًٓ التٔى والتغؽيؽ، والثاني حؽححتًٓ في المفير واىنزول ةإغؽاء كل ؼائفث ٌِأضػْ ًٓ ٌلاداً ضتى ا مدع الجاس في مفيرًْ وُؾولهً ضتى لا يخفؽك

يػشؾ غِّ عػيفًٓ ولا  يػؽف كل فؽيق ًٌِٓ ٌلاده إذا ـار ويأىف مكاُّ إذا ُؾل، فلا يتِازغٔن فيّ ولا يغئن غِّ. والثاىد يؽفق ةًٓ في الفير ضتى لا
يً أُّ كال/ " الغػيف أٌير الؽفلث ". يؽيػ أن ٌَ عػفج دواةّ كان على اىلٔم أن يفير وا ـيره. والؽاةع يغو غِّ ٌِلؽػًٓ، وروي غَ الجبي ضلً الله غييّ وـ

ا. والخامؿ أن يؽحاد لهً المياه إذا اُلؽػ ًٓ إذا ُؾلا أو أن يفيم ةًٓ أوعص اىؽؽق وأعطتٓا، ويخشِب أسػةٓا وأوغؽْ ج والمؽاعي إذ كيج. والفادس أن يحؽـ
أ ضتى لا يخغؽفًٓ داغؽ ولا يؽٍع فيًٓ ٌخيطص. والفاةع أن يٍِع غًِٓ ٌَ يطػًْ غَ المفير ويػفع غًِٓ ٌَ يحصرًْ غَ الح ز ةلخال يحٔؼًٓ إذا رضي

عاً، فإن  إن كػر غييّ أو يتؼل ٌال إن أساب الحشيز إلحّ ولا يفػّ أن يجبر أضػاً على ةؼل أً ولديتاً إلحٓا ؼ الخفارة إن اٌخِع ٌِٓا ضتى يكٔن ةاذلًا لها غف
ـٔػ ةين المخِازغين ولا يخػؽض ليطً ةحًِٓ إستاراً إلا أ ن يفٔض الحكً إلحّ ةؼل المال على التٍهين ٌَ الحز لا يجب. والثاٌَ أن يطيص ةين المتشاسؽيَ ويخ

أ ةلر فيّ ضاكً ساز له ولحاكً البلر أ يحكً ةحًِٓ فأيٍٓا ضكً ُفؼ ضهٍّ ولٔ فيػخبر فيّ أن يكٔن ٌَ أْيّ فيشٔز له ضيج ئؼ الحكً ةحًِٓ فإن دعي
وإن كاُج الٔلايث على إكاٌث  -إلى أن كال  –كان التِازع ةين الحشيز وأْو البلر لً يحكً ةحًِٓ إلا ضاكً البلر. والتاـع أن يلٔم زائغًٓ ويؤدب عائًِٓ 

أت أن يكٔن عالماً ةٍِاـم الحز وأضكاٌّ، عارفاً  الحز فٓٔ فيّ ةٍنزىث أت، فٍَ شروط الٔلايث غييّ ٌع الشروط المػخبرة في أئٍث الطي الإٌام في إكاٌث الطي
ٔ الجف ا ئم الحلاق وْ أكيخّ وأياٌّ. وحكٔن ٌػة ولايخّ ٌلػرة بفتػث أيام أولها ٌَ ضلاة اىظٓؽ في الحٔم الفاةع ٌَ ذي الحشث وآعؽْ اني في الحٔم ؽ الثةٍ

ٔ فيٍا كتيٓا وبػػْا أضػ الؽعايا وىحؿ ٌَ الٔلاة وإذا كان ٌؽيق الٔلايث على إكاٌث الحز فيّ إكاٌخّ في كل  عام ٌا لً يصرف الثاىد غشر ٌَ ذي الحشث، وْ
 غِّ، وإن غلػت له عاضث على عام واضػ لً يخػػ إلى غيره إلا غَ ولايث.

  اىفهس دار 91  ضـ المطترشرين ةغيث .9
ٔ ولايث فيّ له حكَ لً فإن اىظاْؽ، المال زلٌة نػفع ولايث فيّ له ٌا كل في الإٌام أمؽ اٌخرال يجب(/ ك/ مفأىث) أستث الحلٔق ٌَ وْ  أو ال

خللال إلحّ الدفع ساز المِػوبث اً  أو ٌتاضاً  ةّ المأمٔر كان وإن ،مطارفّ في ةصرفّ والـا ( ر م) لهكا نٍا فيّ أمؽه اٌخرال يجب لً ضؽاٌاً  أو مهؽوْ
سٔٔب إلى ٌال ذً التطفث، في فيّ وحؽدد  ظاْؽاً  وسب عاٌث مطيطث فيّ كان إن غػاه وٌا فلػ، ظاْؽاً  ىكَ محؽٌاً  ولٔ الإٌام ةّ أمؽ ٌا كل في ال

. اْ يأذً أُّ ةاؼِاً  وٌػنى رال،الاٌخ ةػػم يأذً لا أُّ ظاْؽاً  كٔلهً وٌػنى المأمٔر، ةػليػة والمتاح المِػوب في واىػبرة أيغاً، فلػ فظاْؽاً  وإلا وباؼِاً 
أسب مهؽوه، أو بحؽام ىحؿ مما وباؼِاً  ظاْؽاً  ةّ أمؽ فيٍا الإٌام ؼاغث تجب أُّ والحاضو/ ق ش وكال/ كيج  ولًؼا يجب، والمِػوب يخأكػ، فال

 ةػػم يِادي ةأن ُائتّ أمؽ لفيؽانا أن وكع وكػ الهيئات، ةؼوي عفث فيّ لأن ةكؽاْخّ كيِا إذا التجتاك شرب نترك مطيطث فيّ كان إن المتاح
أق في له الجاس شرب هٔ واىلٓاوي، الـأ أ فغاىف  كتو ولٔ رسع ذً بشيء الإٌام أمؽ ولٔ لأمؽه، اٌخرالاً  الآن شربّ ويحؽم اىػطاة، فًٓ وشرب

سٔٔب يفلػ لً ةّ التيبؿ  اْ ال
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ػاعو في الميهيات الخاضث المشروغث لتطليق اىػػل والمطيطث اىػاٌث ـٔاء في أضو ضق الميهيث أو في ٌِع المتاح وحٍيم يحق للروىث التولًؼالم 
لام وبػػه إذا أدى اـخػٍاله إلى ضرر عام دٔ  المتاضات كتو الـإ نٍا يخغص ٌَ مفاوئ الميهيث الإكؽاغيث وٌَ ِْا يحق لٔلي الأمؽ اىػادل أن يفؽض كي

ػايث إنشائٓا في ضال إضياء المٔات فيطػدْا ةٍلػار ٌػين أو يجتزغٓا ٌَ أضطاةٓا ٌع الدفع حػٔيظ عادل غِٓا إذا كان ذالم في ـبيو الميهيث في ة
وٌَ الملؽر غِػ اىفلٓاء أن لٔلي الأمؽ أن يِهى إةاضث الميهيث بحظؽ يطػر ٌِّ لمطيطث حلخغيّ فيطتص ٌا تجاوزه أمؽ المطيطث اىػاٌث ليٍفيٍين 

ٔل وأولي الأمؽ ٌِكً" وأولي الأمؽ الأمؽاء وارا محظٔ أ الله وأؼيػٔا الؽـ ِٔا أؼيػ لٔلاة نٍا فإن ؼاغث ولي الأمؽ واستث ىلٔله حػالى/ "يأيٓا اللزيَ آٌ
أل ةالطٔاب إْ  روى إةَ غتاس وأةٔ ْؽيؽة وكال اىؽبري أُّ أولي الأك

6. Hukum Bitcoin (PCNU Kab. Bangkalan dan PWNU) 
Deskripsi Masalah 

Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi 
tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau e-money, seseorang bisa 
berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut 
Bitcoin, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "menambang" sehingga tidak 
bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam Bitcoin saja. Pada 
kurun waktu tertentu Bitcoin sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang 
beredar, pada akhirnya Bitcoin hanya mencapai 21 juta. 

Saat pertama kali muncul, Bitcoin sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang 
terjadi menggunakan bitcoin, satu pizza ditukar dengan 10 ribu Bitcoin. Namun karena 
kepercayaan masyarakat akan keamanan Bitcoin semakin meninggi, harganya terus meningkat 
dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya Bitcoin yang bisa ditambang. Dalam beberapa 
waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu Bitcoin mencapai Rp. 170.000.000. 

Sistem transaksi Bitcoin sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana 
pemilik akun dompet Bitcoin yang disebut Wallet, bisa menampung kiriman Bitcoin dari akun lain 
sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun 
biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik Bitcoin adalah dengan melemparnya di pasar 
global layaknya bursa saham. Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam 
menganalisa naik turunnya harga Bitcoin. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, 
pelepasan Bitcoin di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 
30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, 
karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli 
sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa 
kenaikan harga Bitcoin. 

Pertanyaan 
a. Bagaimana fikih melihat menyikapi penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar/pembayaran dan 

investasi? 
b. Bagaimana hukum menjual Bitcoin dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa 

diketahui secara pasti? 

Jawaban a 
Menurut fiqh, bitcoin tergolong harta virtual menyerupai dain. Dengan demikian, dapat dijadikan 
sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun demikian, sampai 
saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur bitcoin sebagai alat 
transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi bitcoin, sehingga investasi bitcoin 
memliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan 
dari pemerintah.  

Referensi 
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  اىفهس دار 91  ضـ المطترشرين ةغيث .1
ٔ ولايث فيّ له حكَ لً فإن اىظاْؽ، لمالا زلٌة نػفع ولايث فيّ له ٌا كل في الإٌام أمؽ اٌخرال يجب(/ ك/ مفأىث)  أو الٔاستث الحلٔق ٌَ وْ

اً  أو ٌتاضاً  ةّ المأمٔر كان وإن ،مطارفّ في ةصرفّ والاـخللال إلحّ الدفع ساز المِػوبث  كاله نٍا فيّ أمؽه اٌخرال يجب لً ضؽاٌاً  أو مهؽوْ
سٔٔب إلى ٌال ذً التطفث، في فيّ وحؽدد( ر م)  عاٌث مطيطث فيّ كان إن غػاه وٌا فلػ، ظاْؽاً  ىكَ محؽٌاً  ولٔ ٌامالإ ةّ أمؽ ٌا كل في ال

 الاٌخرال، ةػػم يأذً لا أُّ ظاْؽاً  كٔلهً وٌػنى المأمٔر، ةػليػة والمتاح المِػوب في واىػبرة أيغاً، فلػ فظاْؽاً  وإلا وباؼِاً  ظاْؽاً  وسب
 فالٔاسب مهؽوه، أو بحؽام ىحؿ مما وباؼِاً  ظاْؽاً  ةّ أمؽ فيٍا الإٌام ثؼاغ تجب أُّ والحاضو/ ق ش وكال/ كيج. اْ يأذً أُّ ةاؼِاً  وٌػنى
 أن وكع وكػ الهيئات، ةؼوي عفث فيّ لأن ةكؽاْخّ كيِا إذا التجتاك شرب نترك مطيطث فيّ كان إن المتاح ولًؼا يجب، والمِػوب يخأكػ،

هٔ واىلٓاوي، الأـٔاق في له الجاس شرب ةػػم يِادي ةأن ُائتّ أمؽ الفيؽان  لأمؽه، اٌخرالاً  الآن شربّ ويحؽم اىػطاة، فًٓ وشربٔا فغاىف
سٔٔب يفلػ لً ةّ التيبؿ كتو ولٔ رسع ذً بشيء الإٌام أمؽ ولٔ  اْ ال

 دار اىفهس 319-318اىفلى الإضلامي الجشء الخامص/  .9

ء في أضو ضق الميهيث أو في ٌِع المتاح يحق للروىث التػاعو في الميهيات الخاضث المشروغث لتطليق اىػػل والمطيطث اىػاٌث ـٔاولًؼالم 
نٍا يخغص ٌَ مفاوئ الميهيث الإكؽاغيث وٌَ ِْا يحق لٔلي الأمؽ  وحٍيم المتاضات كتو الإـلام وبػػه إذا أدى اـخػٍاله إلى ضرر عام

أت فيطػدْا ةٍلػار ٌػين أو يجتزغٓا ٌَ دٔ الميهيث في ةػايث إنشائٓا في ضال إضياء الم أضطاةٓا ٌع الدفع حػٔيظ  اىػادل أن يفؽض كي
وٌَ الملؽر غِػ اىفلٓاء أن لٔلي الأمؽ أن يِهى إةاضث الميهيث بحظؽ يطػر عادل غِٓا إذا كان ذالم في ـبيو المطيطث اىػاٌث ليٍفيٍين 

ِٔا أؼيػٌِّٔ لمطيطث حلخغيّ فيطتص ٌا تجاوزه أمؽ محظٔرا  ٔل فإن ؼاغث ولي الأمؽ واستث ىلٔله حػالى/ "يأيٓا اللزيَ آٌ ا الله وأؼيػٔا الؽـ
 وأولي الأمؽ ٌِكً" وأولي الأمؽ الأمؽاء والٔلاة نٍا روى إةَ غتاس وأةٔ ْؽيؽة وكال اىؽبري أُّ أولي الأكٔال ةالطٔاب إْ

Jawaban b 
Boleh. 

Referensi 
Idem pada ibaroh jawaban nomor 1 poin a. 

3. Wudhu Penyandang Disabilitas (PWNU) 
Deskripsi Masalah 

Di antara penyandang disabilitas terdapat orang yang tangan atau kakinya diamputasi 
namun kemudian disambung dengan tangan atau kaki palsu. Kondisi di atas menimbulkan 
problem tersendiri ketika berwudhu, apalagi jika tempat wudhu atau akses jalanke tempat wudhu 
cukup sulit dilewati. Dalam kondisi seperti ini, penyandang disabilitas berharap ada solusi dari 
agama untuk dirinya agar tetap dapat melaksanakan ibadah secara mudah tanpa sisa beban taklif 
yang harus ditanggung. 

Pertanyaan  
a. Mengingat bongkar pasang tangan/kaki palsu terkadang cukup sulit bagi penyandang disabilitas 

dan juga tempat wudhu yang tidak ramah bagi mereka, apakah hukum membasuh tangan/kaki 
palsu dapat disamakan hukum membasuh dengan jabirah, atau khuf khusus untuk kaki palsu? 

b. Jika tayamum bagi mereka lebih memunginkan dari pada wudhu, apakah alasan di atas dapat 
dimasukkan sebagai sebab dibolehkannya tayamum?  

Jawaban a 
Menurut fatwa Imam Ibn Hajar al-Haitami tidak cukup dengan membasuh kaki palsu, akan tetapi 
harus melepasnya. Namun fatwa dari sebagian fatwa ulama cukup mengusap bagian dari kaki 
palsu jika tidak mungkin dilepas karena menngakibatkan dharar. 

Jawaban b 
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Bukan termasuk uzur yang memperbolehkan tayammum. 

Referensi 

 (03/  1) -اىفتاوى اىفلًيث الهبرى  .1

ئو ءٔ في غفيّ يجب فٓو ٌرلا ذْب ٌَ ةػله محيّ فشػو أٍُيخّ أو أُفّ كؽع غٍَ ةػئٌّ الله ُفع وـ و إزالتّ أو واىغفو الٔع  ةػلا يٍفطّ وْ
دٔ إزالتّ حيًٍ ٌتيص عشيث ةلا يٍكَ بحيد البػل ذلم كان إن ةلٔله فأساب لا أو كالجتيرة تحخّ غٍا ؼا تحخّ ٌا وغفو إزالتّ وستج هوغ  وْ

تره الجلر أو اليطً غييّ ةني إن أُّ يظٓؽ فالذي نؼلم يكَ لً وإن ظاْؽ  البػظ ذلم غفو فيشب ةػغّ على ةني لٔ ولًؼا غفيّ وسب وـ
ؼا  لا أُّ ذْب ٌَ المخغؼة لفَا في) الجِايات في ذنؽوا وكػ الجظؽ حؽدد محو فٓٔ الجلر ولا اليطً غييّ يبن لً الذي اىظاْؽ وأٌا أيغا ظاْؽ وْ
ؼا(ضهٌٔث فيٓا وإٍُا الططيطث ُفع ٌَ أكثر ُفػٓا كان وإن فيٓا أرش ْٔا لً ةأًُٓ ُاؼق وْ  لً وإذا غِٓا ةػل هي اىتي الأضييث ةالفَ ييطل

ْٔا أ لا أن فأولى المغايلث على ةِائٓا ٌع الآدٌيين ضلٔق في ةٓا ييطل  غفو يجب فلا وغييّ حػالى الله ضلٔق في ةالأضلٌ مفألتِا في البػل ييطل
دٔ اىؽاْؽ غفو لأن أولى ْؼا ةو نجؿ ةػظً غظٍّ وضو لٔ ٌا وٌريّ أٍُيخّ ولا الجلػ أُف ٌَ سلر ولا لحً غييّ يجتج لً ٌا  بخلاف ٌػٓ

دٔالم اىػغٔ يشتّ لا الجلػ لأن المفاواة غػم يػعى كػ ةو ِْا أولٔيث لا ىكَ ؼاْؽ ةػظً وضيّ لٔ ولًؼا اىػين نجؿ غفو سّٔ فل  بخلاف ة
أن أو آدلَ ٌَ اىػظً دٔ اىػغٔ يشتّ فإُّ ضي  محو ٌَ ـتره فيٍا يطِع فٍا المؼنٔر الجلػ ٌَ اىظاْؽ غفو وسٔب غػم ـيٍِا كيج فإن المفل
 نأ لم ظٓؽ التيًٍ محؼور إزالتّ ٌَ عشي أُّ اىفؽض أن اـخطضرت إذا كيج  غفيّ يجب ظاْؽا وضار ةّ فظٓؽ اىلؽع ةاشره الذي اىلؽع
 نٍا غػاه ٌا دون ةّ ٌِّ اـتتر ٌا غفو وسب ذلم غييّ ةني وإذا ظاْؽ ْٔ نٍا ضيجئؼ إلا المطؼور ذلم يخشى لا إذ غييّ ةني الجلر أو اليطً

أ غٍّ إن كلّ أو اليطً نحٔ يػٍّ لً إن ةػغّ ويطير غييّ البِاء إلى آيو ْٔ شيء غييّ يبن لً أُّ وبفؽض مؽ  وسٔب فارق وبٓؼا ٌغفٔلا غغ
 مفطٓا أن على ذلم فيٓا يجخظؽ فيً الؾوال ةطػد هي ةو اىػغٔيث إلى آييث ىحفج لأُٓا الططيص أؼؽاف ٌَ أعؼحّ غٍا ةػلا الجتيرة فصم

 الأُف ةاؼَ إىظ  ةّ ظٓؽ الذي اىلؽع محو ةلٔلي وعؽج الأضٔل في حلؽر ٌا على الؽعص في اىلياس لاٌخِاع غيرٍْا في تجؽي فلا رعطث كالخف
ٔ فيّ ةالأضو غٍلا غفيّ يجب لً ظٓٔره فؽض لٔ فٓؼا والمارن لطتثةاى المفتتر  ٌَ ـتره فٍا ظٓٔره ةفؽض غفيّ يجب لً وإذا ةاؼِا نُّٔ وْ

 لتػؼر بشيء غييّ يحكً لً اىلؽع كتو لأُّ غفيّ يجب ظٓؽ ٌا مديع لأن الأٍُيث في ذلم ُظير يأتي ولا غفيّ يجب لا إذ أولى الجلػ أُف
 مفتترا كان ٌا دون ةاىلؽع ظٓؽ ٌا غفو إيجاةًٓ ةين اىفؽق لم يظٓؽ وبٓؼا غفيّ حأتي ٌع ةالباؼِيث غييّ هٔممح الأُف وباؼَ ظٓٔره

 وكػ غفيّ يجب لما كل ـتر ٌع كالجتيرة مفطّ يجب أُّ ضاضيّ ةٍا المفأىث ْؼه في أفتى ةػغًٓ رأيج ذً اىفً ةاؼَ ولًؼا والمارن ةاىلطتث
 التطً إن يجتغي كال ذً كالجتيرة المفص وسٔب ٌَ بحرّ فيٓا ذلم ةػػ حٔكف أُّ على ذنؽحّ الذي ىفؽقا ظٓٔر ٌع ـيٍا اىلياس ففاد غيٍج
 غفو وسٔب اىظاْؽ فإن ساُتاه فالتطً ؼاْؽ ةػظً غظٍّ سبر لٔ ٌا على كياـا حتػا الجلػ أُف ةليث ولًؼا الميخطً غفو وسب الأُف ساُب
 والجاٌع تجافج إن تحخّ ٌا ٌع ٌِٓا اىفؽض يحاذي ٌا ظاْؽ غفو يجب فإُّ ةالفاغػ ٓاوالتطاك اىػغػ سلرة اُكشاط على وكياـا الجٍيع
 المؼنٔرة الجلرة على اىلياس ففاد كػٌخّ مما غيٍج وكػ  ْ ا  أضاىث لا حتػا غفيّ وسب وإٍُا كتو ٌَ غفيّ يجب لا ٌٍِٓا كل نٔن ةحٍِٓا
سٔب ٌِّ وغػت إلحّ نفتج اىفؽض محو في ضارت فإذا غفيّ يجب ٌا سجؿ ٌَ لأُٓا  ٌا سجؿ ٌَ فيحؿ الجلػ أُف وأٌا لذلم غفيٓا ف
أ لً إذ ًٌٓ فإُّ لم كؽرحّ فيٍا الجظؽ وأٌػَ ذلم فخأمو المؼنٔران ساٌػّ ولا كياـّ يطص فيً بحال اىؽٓارة في غفيّ يجب  بشيء فيّ يصرض
 غييً غيً يذ كل وفٔق المٔفق ْٔ وحػالى ـتطاُّ والله كلآًٌ فطٔى ٌَ ذلم أعؼُا وإٍُا

4. Hukum Menutup Dagu Wanita Saat Shalat (PCNU Kab. Pasuruan) 
Deskripsi Masalah 

Fenomena salah kaprah yang banyak terjadi di kalangan Umat Islam seringkali kurang 
mendapat perhatian tentang status hukumnya,  entah disebabkan faktor pelakunya, karena sudut 
pandang yang berbeda dalam menyikapinya, atau bahkan subtansi masalah tergolong perkara 
yang samar di kalangan masyarakat umum (ma yakhfa ala ‘al-‘awam). Di antaranya adalah 
masalah bagian wajah yang wajib tertutup oleh mukena saat wanita melaksanakan sholat. 
Realitanya banyak desain mukena tidak bisa menutup bagian bawah dagu wanita. 

Pertanyaan 
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a. Sebenarnya wajibkah wanita menutup bagian bawah dagu ketika melaksanakan shalat? 
b. Jika memang wajib, adakah pendapat dalam mazhab Syafi’i yang tidak mewajibkan menutup 

bagian tersebut? 
c. Jika tidak ada pendapat yang membolehkan membuka bagian bawah dagu, bagaimana solusi untuk 

fenomena tersebut mengingat mayoritas kaum wanita tidak menutup bagian tersebut saat 
melaksanakan shalat yang tentunya berkonsekuensi pada batalnya shalat? 

d. Apakah kasus ini bisa dikategorikan ma yakhfa ala ‘al-‘awam? 

Jawaban a 
Wajib menurut mazhab Syafi’i namun menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki membuka bawah 
dagu saat sholat bukan merupakan perkara yang membatalkan shalat. 

Referensi 

 33 ضـ الأول الجشء اىطالبين إعاهث .1

أ/ * )يث لآ( وسّٓ) ظاْؽ( غفو/ )ذاُيٓا( و) ْٔكً فاغفي ٔ( * )وس  -( لحييّ ٌِخهى) تحج( و) غالبا( رأـّ) شػؽ( ٌِاةج ةين ٌا) ؼٔلا( وْ
سّٔ ٌَ فٓٔ - اللام ةفخص سّٔ شػؽ غفو ويجب (.أذُيّ ةين ٌا) غؽعا( و) تحخّ، ٌا على الجاةج والشػؽ تحخّ، ٌا دون ال  وضاسب ْػب ٌَ ال

ٔ - الذكَ على ُتج ٌا وهي - ولحيث وغِفلث وشارب ٔ - وعارض - للاذن المطاذي اىػظً على ُتج ٌا ْٔ - وغؼار - اليطيين لدخٍع وْ  ٌا وْ
 . اليطيث إلى غِّ انحػ

 غالبا ةػػ ىلٔله يكٔن أن لاسو ةاىفػو، الشػؽ غييّ ُتج ٌا ةّ والمؽاد .نٍلػػ - الباء ةفخص - ٌِتج مدع هي( إىظ ٌِاةج ةين ٌا/ كٔله) 
 وإن .غالبا ةلٔله ويػعو الطيع، مٔعع غِّ يخؽج ةاىفػو الشػؽ غييّ ُتج ٌا ةالمِتج أريػ إن أُّ ذلم وبيان .عائػا كان وإلا فائػة
 عائػا، غالبا كٔله ويكٔن ىػارض، فٓٔ فيّ الشػؽ انحفار وأٌا .ذلم شأُّ ٌَ فإن الطيع، مٔعع فيّ ػعوي غييّ الجتات شأُّ ٌا ةّ أريػ

 ٌَ فٓٔ/ كٔله) .الشػؽ غييٓا ُتج وإن ٌِبخّ ىحفج الجتٓث لان اىغًٍ، مٔعع الؽأس شػؽ إلى ٌِاةج ةإعافث وعؽج .فيّ فائػة لا أي
سّٔ سّٔ ٌَ كائَ ّلحيي ٌَ الملتو ؼؽف ْٔ الذي المِخهى أي( ال سّٔ ٌَ ىحؿ فٓٔ المِخهى، أي( تحخّ ٌا دون/ كٔله) .ال  والشػؽ/ كٔله) .ال

 ٌلػم في الجاشزة الهِيث والٔحػ وحػيٍٓا، أي( أذُيّ ةين ٌا/ كٔله) .تحخّ ٌا على الجاةج الشػؽ ودون أي تحخّ، ٌا على ٌػؽٔف( الجاةج
 .ةّ سٓثالمٔا لحطٔل ذنؽ ٌا واىػؽض اىؽٔل ضػ كان وإٍُا الاذن،

  39 ضـ الشين اضماعيو فتاوي .9
أف الطلاة ضال فى المؽأة ةػن ٌَ الذكَ تحج ٌا اُكشاف أف ليطلاة ٌتؽلا فيهٔن يضر واىؽ  فيٍا كلآًٌ غٍٔم فى داعو لأُّ وذلم واىؽ

سّٔ إلا ةػُٓا مديع الطلاة فى الحؽة غٔرة فلٔلهً ـتره يجب ترِاء ٌِٓا لأمٔر ذلم يفيػ والهفين ال  يجب كٔلهً وٌِٓا ، اىػٍٔم ٌػيار إُّف الـإ
سّٔ ٌَ سؾأ تفتر أن غييٓا أُب مديع يٍَ ال  ، ليطلاة ٌتؽلا ويػخبر يضر ذلم نشف أن فظٓؽبؼلم غػاه لما الفتر نٍال ةّ لحخطلق الج

أف وٌريٓا هٔ الذكَ تحج ٌا فإن المالهيث والفادة الحِفيث كالفادة غيرًْ وأٌا ، الشافػيث ـادحِا ٌؼْب ْؼا اىؽ  المؽأة ٌَ نشفّ لايػػ ونح
 الشافػيث ةٍؼْب التلييػ نيفيث يػؽفَ لً اللاتى اىػاٌيات ٌَ ذلم وكع لٔ وضيجئؼ ، ٌؼاْتًٓ نخب غتارات ٌَ ذلم يػيً نٍا ليطلاة ٌتؽلا

 ضلاحَٓ فإن ذلم يؽى ممَ الشافعي غير حلييػ أردن إذا الشيفعى ةِؼْب اىػارفات ٌَ وضتى له لاٌؼْب اىػالَ لأن ضطيطث ضلاحَٓ فإن
أٔل وكع اىتى المفأىث ْؼه أن يػيً وبؼلم الجؾاء عير غِا الله فشؾاًْ ْػى على كلًٓ الأربػث المؼاْب أْو لأن ضطيطث حكٔن  هي غِٓا الف

 .ـػث الأمٔر فى سػو الذى لله والحٍػ غييّ المشٍع ٌَ وىحفج المؼاْب أئٍث ةين علاف مٔعع فى

Jawaban b 
Belum ditemukan. 

Jawaban c 
Sholatnya sah mengacu pada pendapat Malikiyah atau Hanafiyyah. 

Referensi 

 188مزايب الأربعث الجشء الأول ص  .1
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أ إن اىػٔرة في الؽسو والمؽأة ةاىجفتث ليطلاة حِ لفً إلى كفٍين ٌغيظث ومخففث ولكل ٌِٓا ضكً إلى أن كال..... والمغيظث ليطؽة مديع المالهيث كال
ؽ ةػُٓا ٌاغػا الأؼؽف والطػر وٌاضاذاه ٌَ اىظٓؽ والمغففث لها هي الطػر وٌاضاذاه ٌَ اىظٓؽ والذراغين واىػِق والؽأس وٌَ الؽلًتث إلى آع

سّٔ و الهفان ظٓؽاوبؽِا فٍٓا ىحفخا ٌَ اىػ فٍَ ضلً مهشٔف اىػٔرة المغيظث كلٓا أو ةػغٓا ولٔ كييلا ٌَ  -إلى أن كال -ٔرة ٌؽيلااىلػم أٌا ال
أء أةفٌ وكخٓا أم عؽج  اىلػرة على الفتر ولٔبشراء ـاحؽ أواـخػارحّ أو كتٔل إعارحّ لاْتخّ ةؽيج ضلاحّ إن كان ذانؽا وأعادْا وسٔبا أةػا أي ـ

ا في الطلاة ويحؽم الجظؽ إلحٓا وىكَ يفخطب لمَ أم اىػٔرة المغففث فإن نشفٓا كلا أو ةػغا لا ي تؽو الطلاة وإن كان نشفٓا ضؽٌا أو مهؽوْ
 ضلً مهشٔف اىػٔرة المغففث أن يػيػ الطلاة في الٔكث مفخٔرا على التفطيو إىظ

Jawaban d 
Bukan termasuk ma yakhfa ala ‘al-‘awam. 

  39 ضـ الشين اضماعيو فتاوي .1
أف الطلاة ضال فى المؽأة ةػن ٌَ الذكَ تحج ٌا اُكشاف أف ليطلاة ٌتؽلا فيهٔن يضر واىؽ  فيٍا كلآًٌ غٍٔم فى داعو لأُّ وذلم واىؽ

سّٔ إلا ةػُٓا مديع الطلاة فى الحؽة غٔرة فلٔلهً ـتره يجب ترِاء ٌِٓا لأمٔر ذلم يفيػ والهفين ال  يجب كٔلهً وٌِٓا ، اىػٍٔم ٌػيار فإُّ الـإ
سّٔ ٌَ سؾأ تفتر أن غييٓا أُب مديع يٍَ ال  ، ليطلاة ٌتؽلا ويػخبر يضر ذلم نشف أن فظٓؽبؼلم غػاه لما الفتر نٍال ةّ لحخطلق الج

أف وٌريٓا  المؽأة ٌَ نشفّ لايػػ هٔونح الذكَ تحج ٌا فإن المالهيث والفادة الحِفيث كالفادة غيرًْ وأٌا ، الشافػيث ـادحِا ٌؼْب ْؼا اىؽ
 الشافػيث ةٍؼْب التلييػ نيفيث يػؽفَ لً اللاتى اىػاٌيات ٌَ ذلم وكع لٔ وضيجئؼ ، ٌؼاْتًٓ نخب غتارات ٌَ ذلم يػيً نٍا ليطلاة ٌتؽلا

 ضلاحَٓ فإن مذل يؽى ممَ الشافعي غير حلييػ أردن إذا الشيفعى ةِؼْب اىػارفات ٌَ وضتى له لاٌؼْب اىػالَ لأن ضطيطث ضلاحَٓ فإن
أٔل وكع اىتى المفأىث ْؼه أن يػيً وبؼلم الجؾاء عير غِا الله فشؾاًْ ْػى على كلًٓ الأربػث المؼاْب أْو لأن ضطيطث حكٔن  هي غِٓا الف

 ـػث الأمٔر فى سػو الذى لله والحٍػ غييّ المشٍع ٌَ وىحفج المؼاْب أئٍث ةين علاف مٔعع فى
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